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MOTTO 

 

 

 

...) الأنعام:  فْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلََّ باِلَْْقِّ  (151... وَلََ تَ قْتُ لُوا الن َّ

Artinya: ... dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah    

(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar .... 

(QS. Al-An'aam: 151).
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ABSTRAK 

 

Latar belakang penelitian ini karena adanya suatu peristiwa di Desa 

Brumbung RT RT 08/01, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak tahun 2016. 

Ada seorang ibu kandung yang melakukan kekerasan sehingga matinya anak pada 

saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. Rumusan masalah yaitu 

bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara di 

Pengadilan Negeri Demak Nomor: 9/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK tentang tindak 

pidana kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya pada saat 

dilahirkan? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan PN Demak No: 

9/Pid.Sus.Anak/2015 PN DMK tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan 

oleh ibu kandung terhadap anaknya pada saat dilahirkan?  

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif 

dengan data sekunder yaitu putusan PN Demak No: 9/Pid.Sus.Anak/2015/PN 

DMK tentang kekerasan oleh ibu kandung (di bawah umur) terhadap anaknya 

pada saat dilahirkan dan menyebabkan matinya anak. Data Sekunder, yaitu data 

yang tidak langsung diperoleh dari lapangan. Pengumpulan Data menggunakan 

teknik dokumentasi atau studi dokumenter. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis, deskriptif, kualitatif.  

Temuan penelitian menunjukkan bahwa putusan PN Demak No: 

9/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan 

oleh ibu kandung terhadap anaknya pada saat dilahirkan sudah sesuai dengan 

Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu 

pertimbangannya telah disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta 

alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar 

penentuan kesalahan terdakwa. Namun, putusan tersebut melukai rasa keadilan 

dalam masyarakat, karena hukumannya tidak menimbulkan efek jera. Dalam 

aturan hukum positif tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua 

terhadap anaknya, orang tua dapat dipidana. Hukum positif tidak membuka 

peluang dibebaskannya orang tua membunuh anaknya sepanjang unsur-unsur 

delik yang termuat dalam pasal-pasal yang bersangkutan terpenuhi. Dalam hukum 

pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam jarimah qisas (tindakan pidana 

yang bersanksikan hukum qisas). Hukuman qisas disyariatkan berdasarkan Al-

Qur'an, sunah, dan ijma'. Akan tetapi dalam hukum pidana Islam, orang tua yang 

membunuh anaknya tidak bisa diqishas. Peneliti tidak setuju dengan konsep ini 

karena saat ini banyak orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya. 

 

 

Kata Kunci: PN Demak, Kekerasan, Ibu Kandung, Hilangnya Nyawa Anak  
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam hukum pidana Islam, bahwa pembunuhan yang dilakukan 

orang tua terhadap anaknya tidak bisa di qisâs. Dengan kata lain, dalam hal 

orang tua yang membunuh anaknya, maka orang tua tidak bisa dikenai hukum 

qisâs. Menurut H.M.K. Bakri bahwa tidak dilakukan hukum qisâs terhadap 

bapa yang membunuh anaknya dan juga ibu yang membunuh anaknya, sesuai 

dengan hadis Nabi yang diterangkan oleh Umar bin Khatab, katanya : "Tidak 

dibunuh bapa sebab membunuh anaknya." Kalau begitu tidak dibunuh pula 

ibu sebab membunuh anaknya dan seterusnya kepada perhubungan ibu bapa. 

Jika dua orang laki-laki sama-sama mencampuri seorang perempuan, 

kemudian perempuan itu melahirkan anak, dan kemungkinan anak itu dari 

salah seorang keduanya. Kemudian keduanya membunuh anak itu sebelum 

nyata siapa bapanya, maka dalam perkara semacam ini tiada berlaku hukum 

qisâs pada yang membunuh, karena anak itu menaruh syubbat atau keraguan 

siapa mestinya yang berhak memilikinya.
1
 

Dalam hukum Pidana Islam tidak bisa dijatuhkan pidana apabila unsur 

kesengajaan tidak terbukti. Hukum pidana Islam merupakan segala ketentuan 

hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan tindak kriminal yang 

dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dibebani kewajiban), 

                                                           
1
H.M.K. Bakri, Hukum Pidana Dalam Islam, Semarang: Ramadani, 2010, hlm. 26 
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sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-

Qur‟an dan Hadits. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan 

kejahatan, mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan 

perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits.
2
 

Realitas di masyarakat tidak sedikit orang tua yang membuat 

penderitaan terhadap anaknya, bahkan ada seorang ibu kandung yang 

melakukan kekerasan sehingga matinya anak saat dilahirkan atau tidak lama 

setelah dilahirkan.
3
 Kenyataan di atas terjadi di Desa Brumbung RT 08/01, 

Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Seorang ibu kandung melakukan 

kekerasan terhadap anaknya pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah 

dilahirkan dan menyebabkan kematian anaknya. Tepatnya kasus ini terjadi 

pada awal bulan Juli 2015, di Desa Brumbung RT 08/01, Kecamatan 

Mranggen, Kabupaten Demak. Seorang ibu (pelajar berinisial KD Binti ST, 

umur 16 tahun) melakukan kekerasan menyebabkan matinya anak pada saat 

dilahirkan.
4
 Latar belakang kekerasan tersebut adalah karena KD Binti ST 

merasa malu melahirkan anak yang berasal dari hubungan di luar pernikahan, 

sedangkan pria yang menghamilinya belum mau menikahinya. Kekerasan 

yang dilakukan ibu kandung itu ditandai dengan “membiarkan” anak itu 

kepalanya membentur bak mandi. Selain itu, ibu kandung tersebut pada saat 

melahirkan tidak berusaha meminta bantuan bidan atau pihak lain, bahkan ibu 

kandung itu membuang bayi tersebut ke tempat tumpukan sampah. 

                                                           
2
 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1 

3
 Lihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
4

 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 25 Januari 2016, Nomor: 

9/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK, hlm. 3-4. 
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Bentuk-bentuk perbuatan perlakuan penyebab timbulnya korban anak 

dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis yaitu penganiayaan fisik, 

penganiayaan emosional, penganiayaan seksual dan eksploitasi seksual. Romli 

Atmasasmita mengatakan bahwa banyak orang tua yang tergelincir dengan 

memberikan pengaruh negatif dalam perkembangan kehidupan anak-anak.
5
 

Pada prinsipnya kekerasan yang menyebabkan matinya seseorang 

merupakan pembunuhan secara tidak langsung. Pembunuhan merupakan 

perbuatan yang dilarang oleh syara', juga bertentangan dengan hukum positif, 

dalam hukum Islam hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Al-Qur‟an. 

1. Surah Al-An'aam ayat 151 

 (151: الأنعام ...)وَلََ تَ لْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللَّوُ إِلََّ باِلَْْق   ...
Artinya: ... dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah   

(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar .... 

(QS. Al-An'aam: 151).
6
 

 

2. Surah Al-Israa' ayat 31                                     

خْ كَ   انَ وَلََ تَ لْتُ لُ   وا َْوْلََ  ُْ لَ َّ   اكُخْ إِنَّ كَ    ت ْ خْ وَإِ ُْ ُُ نَ    رَّْكُُ  ن  رَْ    َُ َْ إِْ     َِ   َْ َْ دكَُ   خْ 
طْئًا كَبِيراً  (11: الإسراء) ِْ

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 

kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka 

dan juga kepadamu Sesungguhnya membunuh mereka adalah 

suatu dosa yang besar. (QS. Al-Israa': 31).
7
     

    

                                                           
5
 Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja, Bandung: Armico 

2011, hlm 11. 
6
 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur‟an. Al-Qur'an dan Terjemahnya. 

Jakarta: Depag RI, 2008, hlm. 186.  
7
 Ibid., h. 426. 
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Larangan pembunuhan juga terdapat dalam beberapa hadits Nabi Saw., 

Antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: 

 ُْ  دَمُ  يََِ     لََ : " وَسَ لَّخَ  عَلَِْ وِ  اللهُ  صَ لَّ  اللهِ  رَسُولُ  كاَلَ : كاَلَ  الِله ر.ض عَبْدِ  عَ
دُ  ُ سْ   لِخ   اْ   رِ    َْ   َْ َُ    بإِِحْ   دَ  إِلََّ  الِله  رَسُ  ولُ  وََْنّ   اللهُ  إِلََّ  إِلَ   وَ  لََ  َْنْ  ََ : ثَ   
ِْ للِْجَمَا الْمُفَ   ارنُِ  لِدَِنِ   وِ  وَالتَّ   ارِ ُ  بِ   الن َّفْسِ  وَال   ن َّفْسُ  ال   نَِّانّ  الث َِّ     ُ  )رواه   عَ   
8 سلخ(

 

Artinya: Dari Abdillah ra. berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: 

"Tidak halal darah seorang muslim yang telah menyaksikan 

bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa aku 

utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: (1) 

Pezina muhshan, (2) Membunuh dan (3) Orang yang 

meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari 

jama'ah." (HR. Muslim). 

 

Mengacu pada beberapa ayat Al-Qur‟an dan hadits, jelaslah bahwa 

pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara', kecuali ada 

argumentasi yang dibenarkan oleh hukum syara'. Abdul Qadir Audah 

memberikan definisi tentang pembunuhan sebagai berikut: 

َُ الْعِبَ  ادِ تَ   نُِوْلُ بِ  وِ الََِْْ  اُ  َْهْ ْنََّ  وُ إَِّْىَ  انَ رُوْ   ْدََِ       الَْلَتْ   ُ  ىُ  وَ عِعْ   ن ِ   
رَ  َْ  بفِِعْ   ْدََِ  ٍّ َْ

Artinya: Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan 

kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa 

manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.
9
 

 

                                                           
8
  Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlani, Subul As-Salam, Juz III, Mesir: Syarikah Maktabah 

wa Mathba'ah Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, cetakan IV, 1960, h. 231 atau  dapat dilihat Al-

Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahîh Muslim, Juz. III, Tijariah 

Kubra, Mesir, t.th, hlm. 1302.  
9
 Abd Al-Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 

tth, hlm. 6.  
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Definisi di atas dapat diambil intisarinya bahwa pembunuhan adalah 

perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya 

nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak 

sengaja. Pengertian tersebut jika dihubungkan dengan peristiwa sebagaimana 

telah dikemukakan, maka perbuatan yang dilakukan oleh KD Binti ST yang 

membunuh anaknya pada saat dilahirkan merupakan pembunuhan yang 

disengaja. 

Sayid Sabiq memberikan definisi pembunuhan sengaja sebagai 

berikut: 

 اْ  دَ صِ لْ َ َ  نْ َْ وَ ىُ 
ُ
 ُ  الظَّ   لَ عَ   ُ لِ غْ َ َ  ابَ ِِ   مِ الدَّ  مِ وْ صُ عْ  َ  ان  سَ نْ إِ   َ تْ ك َ  فُ لَّ كَ ل

 وِ بِ   ُ تَ لْ َ ُ  وُ نَّ َْ 
Artinya: Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang 

mukalaf
10

 sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin 

keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dugaan 

kuat dapat membunuh (mematikannya).
11

 

 

Kekerasan yang menyebabkan matinya seorang anak yang dilakukan 

KD Binti ST (ibu kandung, di bawah umur, baru usia 16 tahun) merupakan 

pembunuhan dengan cara kekerasan tanpa alat, dan merupakan pembunuhan 

tidak langsung karena KD Binti ST tidak aktif melainkan bersifat pasif 

dengan cara „membiarkan” anaknya membentur bak mandi sehingga anaknya 

meregang nyawa. Oleh karena KD Binti ST masih di bawah umur, maka 

                                                           
10

 Menurut Muhammad Daud Ali, mukallaf yaitu manusia yang berkewajiban 

melaksanakan hukum Islam karena telah dewasa dan berakal sehat. Lihat Muhammad Daud Ali, 

Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2016, hlm. 42. 
11

 Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980, hlm. 435. 
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Hakim Pengadilan Negeri Demak tidak menggunakan pasal-pasal yang ada 

dalam KUHP seperti Pasal 341, dan 342 KUHP. KD Binti ST hanya dijerat 

oleh UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan 

UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak 

Hakim Pengadilan Negeri Demak menilai bahwa perbuatan KD Binti 

ST telah memenuhi rumusan unsur yaitu: “membiarkan anak terbentur bak 

mandi sehingga menyebabkan matinya anak”, maka unsur melakukan 

kekerasan terhadap anak menyebabkan kematian telah terpenuhi, dan di sini 

pula telah terjadi pembunuhan secara tidak langsung yaitu dengan 

“membiarkan”. 

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap 

dalam persidangan, maka Majelis Hakim dalam amar putusannya 

memutuskan:  

1. Menyatakan Anak Pelaku Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang 

menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta 

melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati.  

2. Menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tersebut oleh karena itu dengan 

pidana penjara selama 8 (delapan bulan) dengan perintah pidana tersebut 

tidak perlu dijalani kecuali di kemudian ada perintah lain dalam putusan 

Hakim bahwa anak pelaku sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun 
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berakhir bersalah telah melakukan suatu tindak pidana dan terhadap anak 

pelaku wajib melaksanakan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Balai 

latihan Kerja Kabupaten Demak; 

3. Menetapkan barang bukti, berupa 1 (satu) potong baju seragam sekolah SD 

motif batik warna coklat, 1 (satu) buah pisau cutter yang sudah berkarat 

dirampas untuk dimusnahkan. 

4. Membebani anak pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 

2.000,00 (dua ribu Rupiah).  

Ketentuan-ketentua hukum yang ada, baik hukum pidana Islam 

maupun hukum pidana positif menjadi menarik untuk dibahas ketika 

keduanya dihadapkan pada suatu kasus yang menuntut adanya penyelesaian 

dalam hal ini adalah kasus pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua 

terhadap anaknya. Dalam kaitannya dengan kasus tersebut di atas,  perspektif 

hukum positif bahwa pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap 

anaknya dikenai sanksi hukum yang cukup berat. Terlepas dari pelakunya 

sebagai orang tua, hukum positif melihat bahwa pembunuhan yang dilakukan 

orang tua terhadap anaknya merupakan kejahatan yang tidak bisa ditolerir.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari paparan latar belakang diatas, guna mempermudah 

dan memperjelas arah penelitian, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 

9/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK ditinjau dari konsep tujuan hukuman? 
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2. Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 

9/Pid.Sus.Anak/2015 PN DMK ditinjaua dari perspektif hukum Islam? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri 

Demak Nomor: 9/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK ditinjau dari konsep 

tujuan hukuman. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri 

Demak Nomor: 9/Pid.Sus.Anak/2015 PN DMK ditinjaua dari 

perspektif hukum Islam 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

memperkaya khazanah kepustakaan hukum pidana Islam, 

memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan menambah 

wawasan teoritik dalam hukum Islam serta ilmu hukum pidana pada 

khususnya. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

pemikiran dan pertimbangan dalam menangani tindak pidana 

kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya pada 

saat dilahirkan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
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aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani 

tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap 

anaknya pada saat dilahirkan. 

D. Tinjauan Pustaka 

Sayyidah Nurfaizah (2016) dalam Jurnal berjudul: “Hukuman bagi 

Orang Tua yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam dan 

KUHP”. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Hukum Pidana 

Islam, tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya adalah tindakan 

yang dilakukan orang tua terhadap anaknya yang bertujuan untuk 

menghilangkan nyawa atau menghilangkan manfaat dari anggota badan 

anaknya. Di dalam kertentuan hukum qishâsh, orang tua tidak diqishâsh 

karena membunuh anaknya, akan tetapi jika tidak mendapatkan hukuman 

maka akan sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang tua 

terhadap anaknya saat ini dan masa yang akan datang, karena itu orang tua 

tetap mendapat hukuman berupa ta‟zir.
12

 

Purnama Rozak (2017) dalam Jurnal berjudul:  “Kekerasan terhadap 

Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. Temuan penelitian ini 

menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak menjadi salah satu persoalan 

yang memprihatinkan bagi bangsa ini. Apalagi jika hal itu terjadi dalam 

keluarga, yang seharusnya menjadi tempat bernaung yang paling aman bagi 

anak-anak. Ironisnya, pelaku kekerasan tersebut adalah orang-orang yang 

dekat dengan anak, bahkan tak jarang adalah orang tua mereka sendiri. 

                                                           
12

 Sayyidah Nurfaizah, “Hukuman bagi Orang Tua yang Membunuh Anaknya Perspektif 

Hukum Pidana Islam dan KUHP”, al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 2, Nomor 2, 

Desember 2016; ISSN 2460-55652016, hlm. 303. 
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Banyak faktor yang menjadi pemicunya; kekerasan yang diwariskan, stress 

sosial, isolasi sosial dan juga struktur keluarga. Padahal sudah jelas, hukum 

nasional, internasional dan juga hukum Islam memberikan perlindungan yang 

tegas terhadap hak-hak anak, dan kekerasan menjadi satu hal yang dikecam. 

Pendidikan anak yang humanis, pemberian kasih sayang yang tulus dan 

ucapan yang lemah lembut jauh dari nuansa kasar dan keras merupakan awal 

bagaimana menanamkan kelembutan dan kasih sayang pada anak dan 

menjauhkan mereka dari segala tindak kekasaran dan kekerasan.
13

 

La Jamaa (2016) dalam Jurnal al-Ahkam berjudul: “Tantangan 

Modernitas Hukum Pidana Islam”. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa 

hukum pidana Islam bertujuan untuk memberikan perlindungan dan 

pengayoman bagi masyarakat demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Hal ini 

sejalan dengan fungsi hukum, termasuk hukum pidana Islam, sebagai social 

control (social change) yang menjadi bagian dari sistem yang 

mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat dan sebagai social 

engineering yang merupakan sarana penegakan masyarakat yang ditujukan 

untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan yang 

ditentukan. Hukum pidana Islam memiliki dua fungsi, yaitu sebagai sarana 

perbaikan sosial dan perubahan sosial. Fungsi hukum itu direalisasikan 

dengan hak Allah (publik) dan hak adamî (privat). Social engineering 

merupakan sarana untuk menggerakkan masyarakat dan mengubah perilaku 

masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan Alquran dan Hadis. 

                                                           
13

 Purnama Rozak, “Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum 

Islam”, Jurnal SAWWA – Volume 9, Nomor 1, Oktober 2017, hlm. 45. 
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Sedangkan social control identik dengan hak adamî (privat) dalam hukum 

pidana Islam sebab itu muncul ungkapan bahwa di dalam setiap hak adamî 

terkandung hak Allah.
14

 

Muhammad Fakhrudin Zuhri, dengan skripsinya “Analisis terhadap 

Batas Usia dan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak”.
15

 Skripsi ini membahas 

mengenai batas usia anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban tindak 

pidana sebagaimana diatur dalam UU No 3 Tahun 1997 batasan usia antara 8-

18 tahun (Pasal 4). Ketentuan tersebut dihapuskan MK yang menyatakan usia 

8 tahun dihapus dan diganti 12 tahun. Batas usia minimum anak yang dapat 

dimintakan pertanggungjawaban seiring adanya putusan MK tersebut jelas 

menjadi 12 tahun. Pada skripsi ini diuraikan mengenai hukuman bagi seorang 

anak dalam hukum pidana Islam dinyatakan bahwa seorang anak yang belum 

berusia 7-12 tahun, anak tersebut tidak akan dikenakan hukuman hudud dan 

qishash meskipun si anak melakukan jarimah hudud. Hukuman yang 

diterapkan hukum pidana Islam terkait jarimah anak hanyalah hukuman ta‟zir 

dan diyat. Sedangkan UU No 3 tahun 1997, sanksi hukum yang dikenakan 

pada anak memiliki kesamaan dengan hukum pidana Islam yakni hukuman 

penjara, tindakan, denda dan pengawasan. 

                                                           
14

La Jamaa, “Tantangan Modernitas Hukum Pidana Islam”, Jurnal al-Ahkam IAIN 

Ambon Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon E-mail: 

lajamaa26@gmail.com, hlm. 262. 
15

 Mukhamad Fakhrudin Zuhri, “Analsis Terhadap Batas Usia dan Pertanggungjawaban 

Pidana Anak Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak”, Skripsi 

S1 Fakultas Hukum dan Politik Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 

mailto:lajamaa26@gmail.com
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Rojikin, dengan skripsinya “Sanksi Pidana Pembunuhan Oleh Anak di 

Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan PN Kebumen 

No. 88 Tahun 2012)”.
16

 Skripsi ini membahas tentang pemberian sanksi 

pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang 

dikaji ke dalam konteks hukum Islam pada putusan PN Kebumen No. 88 

Tahun 2012. Berdasarkan hasil kajian penulis skripsi ini bahwa pelaku tindak 

pidana pembunuhan di ancam dengan pasal 340 KUHP (Pembunuhan 

Berencana) dan Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak. Sesuai putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 88/Pid-

Sus/2012/PN Kebumen tentang tindak pidana pembunuhan terhadap anak, 

maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun. Penjatuhan pidana 

terhadap terdakwa tidak sesuai dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang 

pengadilan anak Pasal 24. Dalam konteks hukum Islam terhadap status 

hukum seorang anak untuk dapat dibebani suatu pertanggungjawaban maka 

seorang harus berakal, dewasa, dan memiliki kemauan sendiri. Pada intinya 

seorang anak tidak dapat dibebani tanggungjawab. 

Skripsi yang disusun oleh Puti Ramadhani dengan judul: “Tindak 

Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tuanya Ditinjau dari Hukum Pidana 

Islam dan Hukum Pidana Positif”. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa 

bentuk-bentuk pembunuhan anak pada hukum pidana Islam, menurut jumhur 

ulama ada dua, yaitu pembunuhan anak sengaja dan tidak sengaja, yang unsur 

pembedanya terletak pada niatan pelaku sedangkan pada hukum pidana 

                                                           
16

 Rojikin, “Sanksi Pembunuhan oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi 

Putusan PN Kebumen No. 88 Tahun 2012)”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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positif, bentuk-bentuk pembunuhan anak oleh orang tuanya ada 4, yaitu : 

pembunuhan anak biasa, pembunuhan anak berencana, aborsi dan 

pembunuhan yang didahului atau disertai penganiayaan atau kekerasan dan 

pembedanya terletak pada unsur pelaku, niatan pelaku atau bahkan motif dari 

pelaku. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

data-datanya diungkapkan melalui kata-kata, norma atau aturan-aturan atau 

data kualitatif. Data-data yang diambil merupakan pendapat atau doktrin para 

ahli hukum atau normatif dengan tujuan agar dapat menggambarkan masalah 

dengan baik berdasarkan keberadaan data-data tersebut sehingga dapat 

diambil kesimpulannya atau dapat juga disebut dengan deskriptif.
17

  

 Dari beberapa kajian yang disebutkan diatas terlihat bahwa masing-

masing membahas tentang batas usia anak yang dijadikan objek tertentu. 

Akan tetapi belum terdapat kajian perbandingan yang spesifik mengenai 

pemberian sanksi pada ibu kandung (di bawah umur) yang melakkukan 

kekerasan terhadap anaknya pada saat dilahirkan. 

E. Metode Penelitian 

Setiap penulisan karya ilmiah dapat dipastikan selalu memakai suatu 

metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen yang 

penting agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan terarah sehingga 

tercapai hasil yang maksimal. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan 

metode sebagai berikut: 

                                                           
17

 Puti Ramadhani, “Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tuanya Ditinjau dari 

Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”. Skripsi: Tidak Diterbitkan, Konsentrasi 

Kepidanaan Islam Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Jakarta, 2008.  
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yuridis 

normatif. Disebut sebagai penelitian yuridis normatif karena mengacu 

pada dokumen putusan Nomor. 9/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK. 

Penelitian ini merupakan produk hukum maka pendekatannya melalui 

doktrinal. Pendekatan doktrinal adalah pendekatan yang dipusatkan pada 

hukum tertulis yang telah dihasilkan.
18

 

2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan 

menggunakan alat pengukur, atau alat pengambilan langsung pada 

subjek sebagai sumber alat pengambilan data langsung pada subjek 

sebagai sumber informasi yang dicari.
19

  

b. Sumber Data Sekunder 

Data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh 

oleh peneliti dari subjek penelitiannya.
20

 Sumber data ini diperoleh 

dari putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 

9/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK tentang kekerasan oleh ibu kandung 

(di bawah umur) terhadap anaknya pada saat dilahirkan dan 

menyebabkan matinya anak.Bahan-bahan tersebut terdiri atas 

peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Republik 

                                                           
18

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1998, hlm. 87 
19

 Syaifuddin Azhar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h.91 
20

 Ibid., hlm. 91 
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Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak; UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KUHP, bahan kepustakaan 

berupa buku-buku, kitab-kitab fiqh yang didalamnya berkaitan 

dengan masalah tersebut.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Merupakan penelitian yang memusatkan pada objek arsip yakni 

pengumpulan data secara dokumentasi. Tekhnik dokumentasi adalah 

tekhnik pengumpulan data tertulis (yang berbentuk tulisan) sumber data 

tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, majalah, arsip, 

ataupun dokumen pribadi dan juga foto.
21

 Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 

9/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK tentang tindak pidana kekerasan yang 

dilakukan ibu kandung terhadap anaknya saat dilahirkan. 

4. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses telaah data secara mendalam. 

Proses analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan 

pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan 

setelah data terkumpul.
22

 

                                                           
21

 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71 
22

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, 

hlm. 103 



16 
 

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis, deskriptif, 

kualitatif, yakni suatu analisis penelitian yang dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara 

sistematis dan akurat.
23

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam 

pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi 

menjadi lima bab, yang pertama bab memiliki keterkaitan antara satu dengan 

yang lain. Secara umum gambaran sistematikanya yaitu sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Berisi tentang Tindak Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum 

Pidana Islam. Tindak Pidana dalam Hukum Positif (Pengertian 

Tindak Pidana, Tindak Pidana Umum dan Khusus). Jarimah dalam 

Hukum Pidana Islam (Pengertian Jarimah, Klasifikasi Jarimah). 

Kekerasan Menyebabkan Hilangnya Nyawa Anak dalam Hukum 

Positif dan Hukum Pidana Islam (Pengertian Kekerasan terhadap 

Anak dalam Hukum Positif, Pengertian Kekerasan terhadap Anak 

dalam Hukum Pidana Islam, Hubungan Kekerasan dengan Tindak 

Pidana Pembunuhan Anak). Pemidanaan (Pemidanaan Menurut 

Hukum Positif, Pemidanaan Menurut Hukum Islam). 

                                                           
23

 Sudarwan Danin, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: CV Pustaka Setya, 2002, hlm. 

41 
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BAB III Berisi Putusan Pengadian Negeri Demak No. 

9/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK yang meliputi: posisi kasus, 

dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, 

pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Demak No. 

9/PID.Sus.Anak/2015/PN DMK, amar Putusan Hukum Hakim 

Pengadilan Negeri Demak No. 9/PID.Sus.Anak/2015/PN DMK. 

BAB IV Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara 

putusan Pengadilan Negeri Demak No. 9/Pid.Sus.Anak/2015/PN 

DMK tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan ibu kandung 

pada anaknya saat dilahirkan, serta analisis hukum Islam terhadap 

tindak pidana kekerasan yang dilakukan ibu kandung pada anaknya 

saat dilahirkan.  

BAB V Penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ANAK DALAM 

HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM    

  

A. Tindak Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam 

1. Tindak Pidana dalam Hukum Positif 

a. Pengertian Tindak Pidana 

Ditinjau dari hukum positif, kata "tindak pidana" merupakan 

terjemahan dari istilah bahasa Belanda "strafbaarfeit", namun pembentuk 

undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai 

"strafbaarfeit".
1
 Perkataan “feit” itu sendiri di dalam bahasa Belanda 

berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “een gedeelte van de 

werkelijkheid”, sedang “strafbaar” berarti “dapat dihukum”, hingga 

secara harafiah perkataan “strafbaar feit” itu dapat diterjemahkan 

sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang 

sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa 

yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan 

bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.
2
  

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-

undang  tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya 

yang ia maksud dengan perkataan “strafbaar feit”, maka timbullah di 

dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud 

                                                 
1
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 5.  

2
P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 2016, 

hlm. 172.  
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dengan “strafbaar feit” tersebut., misalnya perbuatan pidana, peristiwa 

pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam 

dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman 

serta tindak pidana.
3
 

Dalam hubungan ini, Satochid Kartanegara lebih condong 

menggunakan istilah “delict” yang telah lazim dipakai.
4
 R. Tresna 

menggunakan istilah "peristiwa pidana".
5
 Sudarto menggunakan istilah 

"tindak pidana",
6
 demikian pula Wirjono Projodikoro menggunakan 

istilah "tindak pidana" yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

dikenakan hukuman pidana.
7
 Akan tetapi Moeljatno menggunakan istilah 

“perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
8
 

b. Tindak Pidana Umum dan Khusus 

Tindak pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu tindak pidana 

umum dan tindak pidana khusus. Secara definitif, tindak pidana umum 

dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, 

yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

                                                 
3
K. Wancik Saleh, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017, 

hlm. 15.  
4
Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I, tk, Balai Lektur 

Mahasiswa, t.th, hlm. 74. 
5
R. Tresna, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: PT Tiara Limit, t.th, hlm. 27.  

6
Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2012, hlm. 38.   

7
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung PT Eresco, 2016, 

hlm. 55.  
8
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2017, hlm. 54. 
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serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah 

KUHP.
9
 

Adapun tindak pidana khusus (peraturan perundang-undangan 

tindak pidana khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di 

bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana 

yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik 

perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi 

pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP). 

Tindak pidana khusus misalnya Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1979 Tentang Kesejahteraan Anak; Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU 

KDRT). 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak dapat mengesampingkan ketentuan yang 

bersifat umum (tindak pidana umum). Hal ini merupakan penjelmaan 

dari suatu adagium klasik yang dirumuskan dalam bahasa Latin yang 

                                                 
9
Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 8. Adami 

Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 11-

13.  
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berbunyi: Lex spesialis derogate legi generalis (ketentuan hukum khusus 

dapat mengesampingkan ketentuan hukum umum). Dasar hukum tentang 

penyimpangan dari ketentuan khusus ini adalah sebagaimana diatur 

dalam Pasal 103 KUHP.
10

      

   Andi Hamzah menulis, peraturan hukum pidana yang tercantum 

di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri atau 

disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi. H.J.A. 

Nolte membuat disertasi di Universitas Utrecht; Belanda, pada 1949, 

berjudul het Strafrecht in de Afzonderlijke Wetten, yang jika 

dibahasaindonesiakan akan menjadi 'hukum pidana di dalam undang-

undang tersendiri.
11

 

W.P.J. Pompe, dalam kata pengantar buku Nolte hasil disertasi 

tersebut mengatakan bahwa Nolte mulai dengan pandangan dasar 

filosofis dan sejarah hukum. Ada hukum pidana sebagian di dalam 

KUHP (kodifikasi) dan sebagian di luar KUHP atau di dalam undang-

undang tersendiri.
12

 

2. Jarimah dalam Hukum Pidana Islam 

a.  Pengertian Jarimah 

 

Secara etimologi, kata jarimah merupakan kata jadian (masdar) 

dari kata jarama yang berarti berbuat salah, sehingga jarimah 

                                                 
10

Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Alfabeta, 2010, 

hlm. 18.  
11

 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, 

hlm. 13. 
12

Aziz Syamsuddin, op.cit., hlm. 8. Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2015, hlm. 52 
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mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah jarimah 

mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah jinayah yang 

diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu 

mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.
13

 Jinayah merupakan 

bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologi jana berarti 

berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau 

perbuatan salah. Seperti dalam kalimat jana'ala qaumihi jinayatan 

artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata Jana juga 

berarti "memetik", seperti dalam kalimat jana as-samarat, artinya 

"memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut jani 

dan orang yang dikenai perbuatan disebut mujna alaih.
14

  

Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, 

seperti yang diungkapkan oleh oleh Abd al-Qadir Awdah, jinayah adalah 

perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, 

harta benda, atau lainnya.
15

 Pengertian yang sama dikemukakan Sayyid 

Sabiq bahwa kata jinayah menurut tradisi syariat Islam ialah segala 

tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan 

yang dilarang ialah setiap perbuatan yang tidak dibolehkan oleh syariat 

dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang 

                                                 
13

Abd al-Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy, Juz I, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 

tth, hlm. 53-54. Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 4.  
14

Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Teras, 2015, hlm. 1.   
15

 Ibid., hlm. 1. 
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nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelegensi), harga diri, dan harta 

benda.
16

 

Sebagian fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan 

yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, 

melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan 

demikian istilah fiqh jinayah sama dengan hukum pidana. Haliman 

dalam desertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum 

pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' 

yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran 

terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa 

penderitaan badan atau harta.
17

 

Dalam Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab 

(KUHP RPA) terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana yang 

didasarkan pada berat-ringannya hukuman, yaitu jinayah, janhah dan 

mukhalafah. Janhah di sini adalah jinayah yang disebutkan dalam 

konstitusi dan merupakan tindakan yang paling berbahaya. 

Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman berat, 

seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup (Pasal 10 

KUHP RPA). Sedangkan janhah adalah perbuatan yang diancam dengan 

hukuman lebih dari satu minggu tetapi tidak sampai kepada penjatuhan 

hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 11 KUHP RPA). 

                                                 
16

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Alih Bahasa: H.A. Ali, Bandung: PT Al-Ma‟arif, 1990, 

hlm. 11. 
17

 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Logung Pustaka, 

2014, hlm. 2. 
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Adapun mukhalafah adalah jenis pelanggaran ringan yang ancaman 

hukumannya tidak lebih dari satu minggu (Pasal 12 KUHP RPA).
18

 

Pengertian jinayah dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan 

istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula 

menggunakan istilah jinayah dan jarimah. Istilah jarimah mempunyai 

kandungan arti yang sama dengan istilah jinayah, baik dari segi bahasa 

maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa jarimah merupakan kata jadian 

(masdar) dengan asal kata jarama yang artinya berbuat salah, sehingga 

jarimah mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah, jarimah adalah 

larangan-larangan syara, yang diancam oleh Allah SWT dengan 

hukuman had atau ta'zir.
19

 Sejalan dengan itu, menurut TM Hasbi ash 

Shiddieqy, jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara 

diancam Allah dengan hukuman had atau hukuman ta'zir.
20

 

Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil bahwa kedua 

istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaannya. Secara etimologis, 

kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta 

ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. 

Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta 

dalam rangka apa kedua kata itu digunakan.
21

 

 

                                                 
18

Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 3.  
19

Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Logung Pustaka, 

2014, hlm. 3-4.  
20

TM Hasbi ash Shiddieqy, Pidana Mati dalam Syari'at Islam, Semarang: PT Pustaka 

Rizki Putra, 2011, hlm. 6.  
21

Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 4 
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b. Klasifikasi Jarimah 

Jarimah dibagi menjadi tiga macam: 1) jarimah yang sanksinya 

dominan ditentukan oleh Allah, disebut jarimah hudud, 2) jarimah yang 

sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, tetapi haknya lebih ditekankan 

kepada manusia, disebut jarimah qishas-diyat, dan 3) jarimah yang 

sanksinya merupakan kompetensi pemerintah, disebut juga jarimah 

ta'zir.
22

 Dengan demikian, ditinjau dari aspek/segi berat ringannya 

hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: jarimah 

qisâs/diyat, jarimah hudud, dan jarimah ta'zir.
23

 

B. Kekerasan Menyebabkan Hilangnya Nyawa Anak dalam Hukum Positif 

dan Hukum Pidana Islam 

1. Pengertian Kekerasan terhadap Anak dalam Hukum Positif 

Secara etimologis, kekerasan merupakan terjemahan dari kata 

violence, berasal dari bahasa Latin yaitu violentia yang berarti force 

(kekerasan). Sementara itu, secara terminologi kekerasan (violent) 

didefinisikan sebagai perilaku pihak yang terlibat konflik yang bisa melukai 

lawan konfliknya untuk memenangkan konflik. Kekerasan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia berarti: perihal yang bersifat, berciri keras, 

perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cidera atau 

matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain 

                                                 
22

Rokhmadi, "Reformulasi Sanksi Hukum Pidana Islam Kaitannya dengan Sanksi Hukum 

Pidana Positif", Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam al-Ahkam, Volume XVII/Edisi 

1/April 2006 ISSN: 0845-4603, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, hlm. 70 
23

 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014, hlm. 17 
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serta paksaan.
24

 Perspektif Kamus Oxford kata “kekerasan” dipahami tidak 

hanya berkaitan dengan penggunaan fisik saja tetapi juga terkait dengan 

tekanan emosional dan psikis.
25

 Melihat penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kekerasan di sini tidak hanya menggunakan fisik tetapi 

juga kekerasan dengan verbal. 

Pasal 1 butir (16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi: Kekerasan adalah setiap 

perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum. 

Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menegaskan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), 

Kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) adalah setiap perbuatan 

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau 

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 

                                                 
24

 W.J.S Poewadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2014, 

hlm. 425. 
25

 Oxford Dictionary, 1995, Oxford University Press, hlm. 1328. 
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pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam 

lingkup rumah tangga.
26

 

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: suami, 

isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 

(suami, isteri dan atau anak) karena hubungan darah, perkawinan, 

persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; 

dan/atau  orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam 

rumah tangga tersebut.
27

 

Selain kekerasan fisik, dalam Undang-Undang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga disebut juga kekerasan psikis sebagaimana 

dapat dilihat pada Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga yang berbunyi "Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa 

tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang".
28

 

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan 

dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang 

yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat 

menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan yang 

dilakukan oleh seorang bapak atau ibu terhadap anaknya sehingga 

                                                 
26

 Lihat Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
27

 Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga 
28

Purnama Rozak, “Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum 

Islam”, Jurnal Sawwa, Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013, hlm. 46. 
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menyebabkan cidera atau matinya anak, maka termasuk kekerasan dalam 

konteks rumah tangga. 

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian "Anak" di mata hukum 

positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa 

(minderjarig/person under age), orang yang di bawah umur, keadaan di 

bawah umur (minderjarigheid/inferiority) atau kerap juga disebut sebagai 

anak yang-di bawah pengawasan wali (minderjarige ondervoordij). Bertitik 

tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (ius 

constitutum/ius operatum) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang 

baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi 

seorang anak.
29

  

Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia 

kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu 

dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang 

digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak 

tersebut dapat dilihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada 

saat ini.   

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

penerapan hukum terhadap anak memiliki pendefinisian tentang anak 

berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh tujuan dari pembentukan suatu 

peraturan perundang-undangan dalam memberikan bentuk perlindungan 

hukum terhadap anak sehingga batasan konsep tentang anak berbeda-beda. 

                                                 
29

 Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya, 

Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 3 
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Menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 

Tentang Kesejahteraan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 

angka (3) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

menegaskan, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 

anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 

Demikian pula Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menegaskan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia Pasal 1 ke 5, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. 

Memperhatikan undang-undang di atas, tampaknya anak di dalam 

peraturan perundang-undangan Indonesia mempunyai bermacam-macam 

batasan. Hal ini dikarenakan, hukum positif di Indonesia melihat batasan 

pengelompokkan anak dari segi umur. Di dalam KUHP, seseorang tidak 

dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya ketika belum berumur 16 

tahun, seperti yang terdapat pada Pasal 45 KUHP: 

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) 

karena melakukan perbuatan sebelum berumur enam belas tahun, 

hakim dapat menentukan : 
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Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang 

tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun atau 

memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, 

tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau 

salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497,503, 

505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat 

dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau 

salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi 

tetap, atau menjatuhkan pidana.” 

 

Melihat dari isi pasal di atas, KUHP menganggap bahwa seseorang 

yang belum berumur 16 tahun ke atas dapat disebut anak karena tidak dapat 

dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dia lakukan. 

2. Pengertian Kekerasan terhadap Anak dalam Hukum Pidana Islam 

Dari sisi bahasa dan dari terminologi penggunaannya, kata kekerasan 

yang dalam bahasa Arab sering disebut dengan khusyunat, dan dalam 

bahasa Inggris berarti violence sering diartikan dengan: “Suatu tindakan 

yang bersandar pada penggunaan ketegasan ekstra”. Menurut Rahmat 

Hakim dalam bukunya: Hukum Pidana Islam, kekerasan adalah suatu 

bentuk perbuatan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja 

dengan sasaran anggota badan yang mengakibatkan luka, hilangnya anggota 

badan atau hilangnya fungsi anggota badan yang tidak diharapkan sembuh 

dengan sempurna tetapi tidak sampai membawa kematian.
30

 

 Dalam pandangan ajaran agama Islam bahwa yang dimaksud 

dengan kekerasan adalah perbuatan yang bersifat memaksa dalam arti kata 

memaksakan kehendak dengan cara memerintah ataupun permohonan yang 
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 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), Bandung: Pustaka Setia, 2014, 
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harus dilaksanakan atau wajib untuk dilaksanakan dan apabila perintah itu 

tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi atau tindakan-tindakan yang 

berupa kekerasan. Agama Islam tidak membolehkan atau mengharamkan 

tindakan kekerasan walaupun tindakan kekerasan itu dilakukan secara psikis 

sekalipun, tetapi sebagai umat muslim wajib mengingatkan dan mengajak 

untuk melakukan kebaikan guna menjalankan kaidah-kaidah agama.
31

 

Kaitannya dengan kekerasan terhadap anak, maka kekerasan dapat 

dilakukan terhadap anak yang sudah dewasa dan anak yang masih di bawah 

umur. Ditinjau dari segi hukum Islam, seseorang baru bisa dibebani hukum 

adalah apabila sudah dewasa. Oleh karena itu, batasan anak dibawah umur 

atau dewasa sangat berhubungan dengan persoalan kriteria baligh. Adapun 

dalam hubungannya dengan kriteria baligh, bahwa mulainya usia baligh 

secara yuridik ini, dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang lain, 

karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Menurut Zakiah 

Daradjat, batas awal usia mulainya baligh secara yuridik adalah jika 

seseorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi 

perempuan.
32

  

Menurut TM.Hasbi Ash Siddieqy, bahwa jumhur ulama 

berpendapat, salah satu ciri orang dianggap telah baligh, adalah bila dia 

sudah bermimpi. Seseorang baru bisa dibebani hukum, bila sudah berusia 

dewasa. Apabila seorang anak lelaki telah berusia limabelas tahun, atau 
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telah tumbuh kumis dan bulu kemaluan, dipandang telah dewasa.
33

 Menurut 

Abu Hanifah, anak lelaki dianggap baligh pada saat dia berusia 18 tahun, 

sedangkan anak perempuan pada saat dia memasuki 17 tahun.
34

   

Beberapa hadits menyatakan bahwa di antara ciri seseorang telah 

cukup umur adalah: telah bermimpi, tumbuh kumis, serta bulu kemaluan. 

Mengingat perkembangan masyarakat saat ini, maka TM.Hasbi Ash 

Shiddieqy condong dengan pendapat Abu Hanifah yang menetapkan usia 

dewasa seseorang lelaki jika dia telah memasuki usia 18 tahun dan 17 tahun 

bagi anak perempuan. 

C. Pemidanaan 

1. Pemidanaan Menurut Hukum Positif 

Pembahasan mengenai pemidanaan tidak akan ada habisnya 

mengingat justru aspek pidana inilah bagian yang terpenting dari suatu 

undang-undang hukum pidana. Masalah pemidanaan sering dijadikan tolok 

ukur sampai seberapa jauh tingkat "peradaban" bangsa yang bersangkutan.
35

 

Untuk memahami lebih dalam, hendak diuraikan teori-teori pemidanaan 

Teori pemidanaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang 

teori pemidanaan yang lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa 

Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Pembagian 

teori pemidanaan yang demikian berbeda dengan teori pemidanaan yang 
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 33 

dikenal di dalam sistem hukum Anglo Saxon, yaitu teori retribusi, teori 

inkapasitasi, teori penangkalan, dan teori rehabilitas.                

Pertama adalah teori absolut (teori retributif/teori pembalasan/teori 

vindikative). Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik 

masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. 

Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang 

masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.
36

 Pendekatan teori absolut 

meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, 

dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, 

sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari 

sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah “balas 

dendam” terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari 

pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.
37

 

Kedua adalah teori relatif (teori tujuan). Secara prinsip teori ini 

mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus 

berorientasi pada upaya mencegah terpidana (special prevention) dari 

kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah 

masyarakat luas pada umumnya (general prevention) dari kemungkinan 

melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana 

maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka 
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agar terpidana menjadi jera, dan untuk menciptakan serta mempertahankan 

tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.
38

 

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan 

sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (prevention of crime) 

khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik 

pelaksanaan pidana sering kali bersifat out of control sehingga sering terjadi 

kasus-kasus penyiksaan terpidana secara beriebihan oleh aparat dalam rangka 

menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan 

lagi.
39

 

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai 

berikut:
40

 

a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);                    ' 

b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai 

tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;         

c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada 

si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat 

untuk adanya pidana;                                          

d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan 

kejahatan;                                                        

e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung 

unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan 
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tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk 

kepentingan kesejahteraan masyarakat.                        

Ketiga, adalah teori gabungan. Secara teoretis, teori gabungan 

berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori 

absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi 

pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar 

pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat (jera). 

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik 

yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. 

Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada 

upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk 

mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan 

lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat. 

Adapun pemidanaan dalam hukum positif terhadap anak sebagai 

pelaku diatur dalam KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

berbunyi: 

(3)  Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
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tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 

rupiah). 

 

Dalam KUHP ketentuan mengenai anak di bawah umur diatur dalam 

Pasal 45, yang berbunyi sebagai berikut:  

“Jika orang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak 

pidana ketika umurnya belum cukup enam belas tahun, dapatlah hakim 

memerintahkan supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada 

orang tuanya atau walinya atau pemeliharaannya dengan tidak 

dijatuhkan sesuatu pidana. Atau memerintahkan supaya anak yang 

bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan 

pidana, yaitu jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau 

pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-

505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta tindak pidana itu 

dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah putusan yang 

menyalahkan dia berbuat salah satu pelanggaran itu atau sesuatu 

kejahatan menjadi tetap, atau memidana anak yang bersalah itu”.  

 

Apabila hakim memilih untuk menghukum anak di bawah umur, 

hukuman yang dijatuhkan adalah maksimum hukuman pokok untuk tindak 

pidana yang dilakukannya dan dikurangi sepertiganya. Ketentuan ini 

terdapat dalam Pasal 47 KUHP: 

(1) Kalau hakim memidana anak yang bersalah itu maka maksimum 

hukuman pokok bagi tindak pidana itu dikurangi sepertiganya.  

(2) Jika kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 

seumur hidup maka anak itu dipidana dengan pidana penjara selama-

lamanya lima belas tahun.  

(3)  Pidana tambahan yang tersebut pada Pasal 10 bagian b, ke-1 dan ke-3 

tidak dijatuhkan. 

 

Dari dua pasal dalam KUHP tersebut di atas jelaslah bahwa dalam 

hukum positif masih terdapat celah-celah untuk menjatuhkan hukuman 

pidana bagi anak di bawah umur yang melakukan suatu tindak pidana. 

Dengan demikian dalam hukum positif, anak di bawah umur dapat dijatuhi 
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pidana atau hukuman. Hal ini jelas berbeda dengan hukum pidana Islam, 

sama sekali tidak membolehkan untuk menjatuhkan hukuman pidana 

kepada anak di bawah umur, kecuali hukuman yang bersifat pengajaran dan 

pendidikan.   

2. Pemidanaan Menurut Hukum Islam 

Pemidanaan atau hukuman dalam bahasa Arab disebut 'uqubah. 

Lafaz 'uqubah menurut bahasa berasal dari kata: (عقب) yang sinonimnya: 

.artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya ,(خلفه وجاء بعقبه)
41

 Dalam 

pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali 

lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عاقب) yang sinonimnya: ( جزاه سواء

علفبما  ), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.
42

 

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut 

pemidanaan/hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan 

sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua 

dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan 

balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya. 

Menurut hukum pidana Islam, pemidanaan adalah seperti 

didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah: 

 عة على عصيان امرالشارع العقوبة هى الجزء المقررلمصلحة الجما
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"Pemidanaan adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang 

ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya 

pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'."
43

  

 

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa pemidanaan adalah 

salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas 

perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk 

memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk 

melindungi kepentingan individu. 

Tujuan pemidanaan dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum 

disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan 

sekaligus menegakkan keadilan.
44

  

Adapun pemidanaan dalam hukum pidana Islam terhadap anak 

sebagai pelaku dapatlah ditegaskan bahwa anak di bawah umur yaitu yang 

belum baligh (belum berusia 15 tahun) tidak dapat dijatuhi pidana atau 

hukuman.
45

  

Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan 

atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir (idrak) dan pilihan (ikhtiar). 

Sehubungan dengan kedua dasar tersebut, maka kedudukan anak di bawah 

umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam 
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kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara 

tersebut.  

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang 

sejak ia dilahirkan sampai ia dewasa.
46

  

1)   Masa Tidak Adanya Kemampuan Berpikir (Idrak) 

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada 

usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak 

mempunyai kemampuan berpikir, dan ia disebut anak yang belum 

tamyiz.
47

 Sebenarnya tamyiz atau masa seseorang mulai bisa 

membedakan antara benar dan salah, tidak dibatasi dengan usia 

tertentu, karena tamyiz tersebut kadang-kadang bisa timbul sebelum 

usia tujuh tahun dan kadang-kadang terlambat sesuai dengan 

perbedaan orang, lingkungan, kondisi kesehatan akal, dan mentalnya. 

Akan tetapi, para fuqaha berpedoman kepada usia dalam menentukan 

batas-batas tamyiz dan kemampuan berpikir, agar ketentuan tersebut 

bisa berlaku untuk semua orang, dengan berpegang kepada keadaan 

yang umum dan biasa terjadi pada anak. Pembatasan tersebut 

diperlukan untuk menghindari kekacauan hukum.  

Di samping itu pembatasan tamyiz dengan umur 

memungkinkan kepada seorang hakim untuk mengetahui dengan 

mudah apakah syarat tersebut (kemampuan berpikir) sudah terdapat 
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atau belum, sebab dengan usia anak lebih mudah untuk 

mengetahuinya. Meskipun anak yang belum berusia tujuh tahun sudah 

menunjukkan kemampuan berpikir, bahkan mungkin melebihi anak 

yang sudah berumur tujuh tahun, namun ia tetap dianggap belum 

tamyiz, karena yang menjadi ukuran adalah kebanyakan orang dan 

bukan perorangan.
48

   

Dengan demikian, seorang anak yang belum tamyiz, karena 

belum mencapai usia tujuh tahun, apabila ia melakukan suatu jarimah 

tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun 

pendidikan. la tidak dikenakan hukuman hadd apabila ia melakukan 

jarimah hudud dan tidak diqishash apabila ia melakukan jarimah 

qishash. Akan tetapi, pembebasan anak tersebut dari 

pertanggungjawaban pidana tidak menyebabkan ia dibebaskan dari 

pertanggungjawaban perdata dari setiap jarimah yang dilakukannya. la 

tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta 

miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang 

lain, baik pada hartanya maupun jiwanya.
49

  

2)  Masa Kemampuan Berpikir yang Lemah 

Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia tujuh 

tahun dan berakhir pada usia dewasa (balig). Kebanyakan fuqaha 

membatasi usia balig ini dengan lima belas tahun. Apabila seorang 
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anak telah mencapai usia lima belas tahun maka ia sudah dianggap 

dewasa menurut ukuran hukum, meskipun mungkin saja ia belum 

dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah menetapkan 

usia dewasa dengan delapan belas tahun. Menurut satu riwayat 

sembilan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun untuk 

perempuan. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah 

sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah.
50

  

Pada periode yang kedua ini, seorang anak tidak dikenakan 

pertanggung-jawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan 

baik jarimah hudud, qishash, maupun ta'zir. Akan tetapi, ia dapat 

dikenakan hukuman pengajaran (ta'dibiyah). Pengajaran ini meskipun 

sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai 

hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, 

apabila anak tersebut berkali-kali melakukan jarimah dan berkali-kali 

pula dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai recidivis 

atau pengulang kejahatan. Untuk pertanggungjawaban perdata ia tetap 

dikenakan, meskipun ia dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, 

apabila perbuatannya merugikan orang lain, baik hartanya maupun 

jiwanya. Karena harta dan jiwa dijamin keselamatannya oleh syara' 

dan alasan-alasan yang sah tidak dapat menghapuskan jaminan 

tersebut.
51
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 3)  Masa Kemampuan Berpikir Penuh 

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa, 

yaitu usia lima belas tahun menurut kebanyakan fuqaha atau delapan 

belas tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang 

masyhur dari mazhab Maliki. Pada periode ini seorang anak dikenakan 

pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya, 

apapun jenis dan macamnya. Pada umumnya hukum positif sama 

pendiriannya dengan syariat Islam, yaitu mengadakan perbedaan 

pertanggungjawaban pidana menurut perbedaan umur anak-anak di 

bawah umur.
52
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BAB III 

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NO. 

9/PID.SUS.ANAK/2015/PN DMK TENTANG KEKERASAN YANG 

DILAKUKAN IBU KANDUNG    

  

A. Kronologi Perkara No. 9/PID.Sus.Anak/2015/PN DMK 

Di Desa Brumbung RT 08/01, Kecamatan Mranggen, Kabupaten 

Demak, seorang ibu kandung melakukan kekerasan terhadap anaknya pada 

saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan dan berakibat hilangnya 

nyawa anak pada saat dilahirkan. Tepatnya kasus ini terjadi pada awal bulan 

Juli 2015, di Desa Brumbung RT 08/01, Kecamatan Mranggen, Kabupaten 

Demak. Seorang ibu (pelajar berinisial KD Binti ST, umur 16 tahun) 

melakukan kekerasan.
1
 Latar belakang kekerasan tersebut adalah karena KD 

Binti ST merasa malu melahirkan anak yang berasal dari hubungan di luar 

pernikahan, sedangkan pria yang menghamilinya belum mau menikahinya. 

Kekerasan yang dilakukan ibu kandung itu ditandai dengan “membiarkan” 

anak itu kepalanya membentur bak mandi. Selain itu, ibu kandung tersebut 

pada saat melahirkan tidak berusaha meminta bantuan bidan atau pihak lain, 

bahkan ibu kandung itu membuang bayi tersebut ke tempat tumpukan sampah. 

Kronologis lengkapnya sebagai berikut: pada hari sabtu tanggal 04 Juli 

2015 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa merasakan perutnya sakit dan keluar 

flek dari dalam vagina terdakwa dan terdakwa berpikiran kalau terdakwa 

                                                 
1
Salinan Putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 25 Januari 2016, Nomor: 

9/Pid.Sus.Anak/2015/PN DMK, hlm. 3-4. 
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datang bulan lalu terdakwa langsung mengambil pembalut dan terdakwa 

mengatakan kepada ibu terdakwa kalau terdakwa sudah datang bulan, karena 

terdakwa masih merasakan sakit lalu terdakwa tidur di kamar kemudian pada 

pukul 15.30 Wib terdakwa merasakan sakit perut yang semakin lama semakin 

sakit melilit lalu terdakwa langsung menuju ke kamar mandi untuk mandi.  

Sesampainya di kamar mandi terdakwa melepas baju namun terdakwa 

masih tetap merasakan sakit perut kemudian terdakwa jongkok dengan 

menekuk, kedua kaki terdakwa dan kedua tangan terdakwa memegangi bak 

mandi dan terdakwa merasa seperti ingin ngeden menekan perut dari dalam 

dan tidak lama kemudian terdakwa melahirkan seorang bayi.       

Bayi tersebut keluar dengan posisi kepala terlebih dahulu dan 

kemudian keluar ke lantai kamar mandi dan pada saat bayi tersebut lahir, 

terdakwa membiarkan kepala anak itu membentur bak mandi sehingga 

kemudian bayi tersebut tidak bergerak sama sekali. Setelah melihat bayi 

tersebut keluar lalu terdakwa memotong tali pusar bayi tersebut dengan 

menggunakan pisau atau cutter yang sudah ada di dalam kamar mandi, setelah 

terdakwa selesai memotong tali pusar terdakwa langsung membersihkan diri. 

Selanjutnya terdakwa keluar kamar mandi untuk mengambil tas plastik 

atau kresek warna hitam putih serta mengambil baju seragam sekolah SD 

bermotif batik, lalu terdakwa kembali ke dalam kamar mandi dan terdakwa 

membalut atau membungkus bayi tersebut dengan baju seragam batik dan 

memasukkan ke dalam tas plastik lalu terdakwa meletakkan bayi yang telah 

terdakwa bungkus tersebut di pojokan kamar mandi lalu terdakwa keluar dari 
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kamar mandi menuju ke kamar untuk memakai baju setelah itu langsung 

mengambil bayi yang ada di kamar mandi. 

Terdakwa selanjutnya membawa bungkusan plastik yang berisi bayi 

menuju ke belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa 

membuang di belakang rumah tepatnya di bekas kandang ayam setelah itu 

terdakwa langsung kembali ke kamar dan melakukan aktifitas seperti biasa. 

Terdakwa membawa bungkusan plastik yang berisi bayi menuju ke 

belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa membuang di 

belakang rumah tepatnya di bekas kandang ayam karena terdakwa takut 

diketahui oleh orang tua terdakwa. 

Pada hari rabu tanggal 08 Juli 2015 sekitar pukul 07.30 di belakang 

rumah saksi Sutrisno bin SUBAKIR yang beralamatkan di Ds. Brumbung Rt 

08 / 01 Kec. Mranggen Kab. Demak, istri saksi Sutrisno bin Subakir yang 

bernama Khotimah Binti Alm Rohadi membuang sampah di belakang rumah 

dan mencium bau bangkai yang sangat menyengat dan melihat banyak lalat 

yang mengerumuni sebuah bungkusan tas plastik kresek kemudian saksi 

Khotimah bin Alm Rohadi memberitahu saksi Sutrisno Bin Subakir untuk 

mencari sumber bau bangkai tersebut, ternyata sumber bau bangkai tersebut 

berasal dari sebuah bungkusan tas plastik warna hitam putih garis-garis yang 

sudah dikerumuni lalat dan saksi temukan baju bekas di belakang rumah.                                

Setelah menemukan bungkus tas kresek garis-garis warna hitam putih  

yang berbau bangkai tersebut, kemudian saksi Sutrisno bin Subakir 

mengambilnya dan berniat akan mengubur bangkai tersebut di kebun pisang di 
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belakang rumah namun ketika bungkusan tersebut sobek dan saksi Sutrisno 

bin Subakir melihat isi bungkusan tersebut ternyata mayat bayi yang berumur 

kurang lebih 3 hari, maka kemudian saksi memberitahu tetangga saksi yang 

bernama saksi Pujianto Bin Alm Juari yang selanjutnya memberitahu ke 

Polsek Mranggen. 

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa dengan 

dakwaan antara lain: 

1. Primair : 

Terdakwa Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno Pada Hari Sabtu 

tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu 

waktu pada bulan Juli tahun 2015 bertempat di kamar mandi rumah terdakwa 

yang beralamat di Ds. Brumbung Rt 08 / 01 Kec. Mranggen Kab. Demak atau 

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum 

Pengadilan Negeri Demak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, 

dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan. 

Berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum dari Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan 

No: Ver/38/VII/2015/Biddokes tanggal 9 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh 

dokter yang memeriksa yaitu dr Sumi Hastry P,SpF,DFM diperoleh 

kesimpulan bahwa telah diperiksa bayi laki-laki, usia cukup bulan, panjang 

badan empat puluh sembilan sentimeter, kesan gizi cukup, waktu kematian 

hari rabu pukul tiga sampai lima pagi dan saat pemeriksaan. Dari pemeriksaan 
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luar ditemukan kekerasan benda tumpul pada bagian kepala kanan atas dan 

belakang. Pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah di kepala bagian 

kanan dan seluruh kulit kepala bagian belakang dan retak tulang tengkorak. 

Semua keadaan tersebut di atas menyebabkan kematian.  

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 

KUHP. 

2. Subsidair : 

Subsidair: melanggar Pasal 341 KUHP;  lebih subsidair: melanggar 

Pasal 181 KUHP atau melanggar Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 

35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Rl No. 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak.  

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya 

memohon, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, 

memutuskan:  

1. Menyatakan anak pelaku Krisnha Dwi Handayani Binti Sutrisno bersalah 

melakukan tindak pidana dengan sengaja menempatkan, membiarkan, 

melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan kekerasan 

terhadap anak menyebabkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-

Undang RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI 

No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
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2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku Krisna Dwi Handayani Binti 

Sutrisno berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan bahwa hukuman 

tersebut tidak akan dijalani, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah 

lain dalam keputusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa 

percobaan 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum 

dan terhadap anak pelaku wajib melaksanakan pelatihan kerja selama 1 

(satu) bulan di Balai Latihan Kerja Kab Demak  

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju seragam sekolah SD 

motif batik warna coklat, 1 (satu) buah pisau cutter yang sudah berkarat 

dirampas untuk dimusnahkan.  

4. Menetapkan supaya anak pelaku dibebani biaya perkara sebesar Rp. 

2.000,- (dua ribu rupiah). 

D. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Demak No. 

9/PID.Sus.Anak/2015/PN DMK 

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada 

Putusan Nomor: 9/PID.Sus.Anak/2015/PN DMK, berdasarkan beberapa 

pertimbangan sebagai berikut: 

Setelah mendengar pembelaan anak/pelaku pada pokoknya dari fakta-

fakta yang terungkap, agar dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim 

dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap anak pelaku Krisna 

Dwi Handayani Binti Sutrisno dan orang tua anak sebagai pelaku tidak 

sependapat dengan lamanya tuntutan jaksa penuntut Umum yang terhadap 

anak sebagai pelaku dirasa sangat terlalu berat, sehingga tim Penasihat Hukum 
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mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini 

untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan kesalahan yang 

telah diperbuat oleh anak sebagai pelaku dan setelah selesai melaksanakan 

tanggung jawabnya nanti dapat melanjutkan sekolahnya dan kehidupannya 

menjadi lebih baik lagi dari pada sebelumnya. 

Setelah mendengar permohonan orang tua anak/pelaku yang pada 

pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mereka masih 

sanggup untuk mendidik dan mengawasi anaknya tersebut, orang tua 

anak/pelaku juga menyadari perbuatan anaknya adalah salah/keliru dihadapan 

hukum ataupun pergaulan masyarakat dan keinginannya untuk memondokkan 

anaknya di pondok pesantren nantinya. Setelah mendengar tanggapan lisan 

Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak/pelaku, permohonan lisan orang 

tua Anak/Pelaku yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya. 

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum anak/pelaku terhadap 

tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada 

permohonannya semula. 

Menimbang, bahwa Anak/Pelaku diajukan ke persidangan oleh 

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : 

Pertama, Primair: Bahwa terdakwa Krisna Dwi Handayani Binti 

Sutrisno Pada Hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau 

setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2015 bertempat di 

kamar mandi rumah terdakwa yang beralamat di Ds. Brumbung Rt 08 / 01 

Kec. Mranggen Kab. Demak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang 
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termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang 

untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 

diancam karena pembunuhan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira pukul 

12.00 Wib terdakwa merasakan perut terdakwa sakit dan keluar flek dari 

dalam vagina terdakwa dan terdakwa berpikiran kalau terdakwa datang bulan 

lalu terdakwa langsung mengambil Pembalut dan terdakwa mengatakan 

kepada ibu terdakwa kalau terdakwa sudah datang bulan karena terdakwa 

masih merasakan sakit lalu terdakwa tidur di kamar kemudian pada pukul 

15.30 Wib terdakwa merasakan sakit perut yang semakin lama semakin sakit 

melilit lalu terdakwa langsung menuju ke kamar mandi untuk mandi.  

Bahwa sesampainya di kamar mandi terdakwa melepas baju namun 

terdakwa masih tetap merasakan sakit perut kemudian terdakwa jongkok 

dengan menekuk, kedua kaki terdakwa dan kedua tangan terdakwa 

memegangi bak mandi dan terdakwa merasa seperti ingin ngeden menekan 

perut dari dalam) dan tidak lama kemudian terdakwa melahirkan seorang bayi.       

Bahwa bayi tersebut keluar dengan posisi kepala terlebih dahulu dan 

kemudian keluar ke lantai kamar mandi dan pada saat bayi tersebut lahir tidak 

mengeluarkan jeritan atau menangis dan tidak bergerak sama sekali setelah 

melihat bayi tersebut keluar lalu terdakwa memotong tali pusar bayi tersebut 

dengan menggunakan pisau atau cutter yang sudah ada di dalam kamar mandi, 
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setelah terdakwa selesai memotong tali pusar terdakwa langsung 

membersihkan diri. 

Bahwa selanjutnya terdakwa keluar kamar mandi untuk mengambil tas 

plastik atau kresek warna hitam putih serta mengambil baju seragam sekolah 

SD bermotif batik, lalu terdakwa kembali ke dalam kamar mandi dan 

terdakwa membalut atau membungkus bayi tersebut dengan baju seragam 

batik dan memasukkan ke dalam tas plastik lalu terdakwa meletakkan bayi 

yang telah terdakwa bungkus tersebut di pojokan kamar mandi lalu terdakwa 

keluar dari kamar mandi menuju ke kamar untuk memakai baju setelah itu 

langsung mengambil bayi yang ada di kamar mandi. 

Bahwa terdakwa selanjutnya membawa bungkusan plastik yang berisi 

bayi menuju ke belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa 

membuang di belakang rumah tepatnya di bekas kandang ayam setelah itu 

terdakwa langsung kembali ke kamar dan melakukan aktifitas seperti biasa. 

Bahwa tujuan terdakwa membawa bungkusan plastik yang berisi bayi 

menuju ke belakang dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa 

membuang di belakang rumah tepatnya di bekas kandang ayam karena 

terdakwa takut diketahui oleh orang tua terdakwa. 

Namun pada hari rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 07.30 di 

belakang rumah saksi Sutrisno bin SUBAKIR yang beralamatkan di Ds. 

Brumbung Rt 08 / 01 Kec. Mranggen Kab. Demak, istri saksi Sutrisno bin 

Subakir yang bernama Khotimah Binti Alm Rohadi membuang sampah di 

belakang rumah dan mencium bau bangkai yang sangat menyengat dan 
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melihat banyak lalat yang mengerumuni sebuah bungkusan tas plastik kresek 

kemudian saksi Khotimah bin Alm Rohadi memberitahu saksi Sutrisno Bin 

Subakir untuk mencari sumber bau bangkai tersebut, ternyata sumber bau 

bangkai tersebut berasal dari sebuah bungkusan tas plastik warna hitam putih 

garis-garis yang sudah dikerumuni lalat dan saksi temukan baju bekas di 

belakang rumah.                                

Bahwa setelah menemukan bungkus tas kresek garis-garis warna hitam 

putih  yang berbau bangkai tersebut, kemudian saksi Sutrisno bin Subakir 

mengambilnya dan berniat akan mengubur bangkai tersebut di kebun pisang di 

belakang rumah namun ketika bungkusan tersebut sobek dan saksi Sutrisno 

bin Subakir melihat isi bungkusan tersebut ternyata mayat bayi yang berumur 

kurang lebih 3 hari mengetahui tersebut kemudian saksi memberitahu tetangga 

saksi yang bernama saksi Pujianto Bin Alm Juari yang selanjutnya 

memberitahu ke Polsek Mranggen.  

Bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum dari Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan 

Kesehatan No: Ver/38/VII/2015/Biddokes tanggal 9 Juli 2015 yang ditanda 

tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr Sumi Hastry P,SpF,DFM 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

Bahwa telah diperiksa bayi laki-laki, usia cukup bulan, panjang badan 

empat puluh sembilan sentimeter, kesan gizi cukup, waktu kematian hari rabu 

pukul tiga sampai lima pagi dan saat pemeriksaan. Dari pemeriksaan luar 

ditemukan kekerasan benda tumpul pada bagian kepala kanan atas dan 
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belakang. Pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah di kepala bagian 

kanan dan seluruh kulit kepala bagian belakang dan retak tulang tengkorak. 

Semua keadaan tersebut di atas menyebabkan kematian.  

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 

KUHP. 

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum 

dengan dakwaan alternatif, subsideritas yaitu: 

Pertama: 

Primair: Melanggar Pasal 338 KUHP 

Subsidair: Melanggar Pasal 341 KUHP;       

Lebih subsidair: melanggar pasal 181 KUHP 

ATAU 

Kedua : Melanggar Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 

tahun 2014 tentang perubahan atas UU Rl No. 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak; 

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan 

dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Hakim bebas 

memilih dakwaan mana yang dinilai paling tepat untuk diterapkan terhadap 

perbuatan Anak pelaku dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum 

tersebut di atas, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut 

Umum yang memilih mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 

76C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas 
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UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yang unsur-unsurnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Setiap Orang.  

2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan atau 

turut serta melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati: 

mempertimbangkannya sebagai berikut:  

Ad. 1. Unsur Setiap orang:  

- Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum 

baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung 

jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.  

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan,   Anak Pelaku Krisna Dwi 

Handayani Binti Sutrisno membenarkan dirinya beridentitas 

sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut. Umum 

dan di depan persidangan Anak Pelaku Juga mengaku bahwa ia dalam 

kead.aan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti 

pemeriksaan perkara ini, sehingga subyek hukum atas perbuatan yang 

didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Anak pelaku dan tidak 

terjadi error in persona, maka unsur setiap orang telah terpenuhi.  

Ad. 2. Unsur : Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 

menyuruhlakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak 

menyebabkan mati .  
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Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan 

demikian apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak 

perlu dibuktikan;  

- Bahwa menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, kekerasan diartikan setiap 

perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. 

Sedangkan di dalam pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan 

sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedang 

S.R. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut 

Uraiannya hal 63" menjelaskan bahwa yang dimaksud kekerasan adalah 

setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang 

yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengkagetkan 

yang dikerasi, dengan demikian yang dimaksud dengan kekerasan adalah 

bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan mempergunakan tenaga atau 

kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul 

dengan tangan, menendang, menyepak, atau menggunakan segala macam 

senjata, Sedangkan menurut pasal 1 ayat 15 huruf a UU.No.35 tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap 

perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum.  

- Bahwa pengertian anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU Rl Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak yaitu 
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seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yuridis tersebut, 

dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, didapat fakta-

fakta: 

- Bahwa benar Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 

09.00 wib di Ds. Brumbung Rt.08 Rw.01, Kec. Mranggen, Kab. Demak di 

rumah anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno 

telah ditemukan bungkusan plastic yang berisi bayi dalam kondisi 

meninggal dunia.   

- Bahwa benar anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti 

Sutrisno mengakui Jika bayi yang ditemukan dalam bungkusan plastic 

tersebut tersebut adalah anaknya.  

- Bahwa benar anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti 

Sutrisno menerangkan Jika bayi yang telah dilahirkan berjenis kelamin laki-

laki.  

- Bahwa benar anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti 

Sutrisno pada saat melahirkan tidak dibantu siapa-siapa, hal tersebut 

dilakukan sendiri.  

- Bahwa benar anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani binti 

Sutrisno melahirkan bayi laki-laki tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 

2015 sekira Jam 16.00 Wib di kamar mandi rumah tersangka yang terletak 

di Ds. Brumbung Rt.08 Rw.01, Kec. Mranggen, Kab. Demak.  
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- Bahwa benar anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti 

Sutrisno mengaku jika usia kandungan sudah cukup bulan untuk melahirkan 

yaitu 9 bulan lebih. 

- Bahwa benar pada saat melahirkan bayi tersebut tidak dibantu oleh orang 

lain melainkan karena bayi tersebut keluar dengan sendirinya. 

- Bahwa benar setelah bayi tersebut keluar anak pelaku yang bernama Krisna 

Dwi Handayani Binti Sutrisno mengambil kantong plastik dan membungkus 

bayi tersebut dengan seragam batik yang kemudian di masukkan ke dalam 

kantong plastik. 

- Bahwa benar awalnya sebelum melahirkan anak pelaku yang bernama 

Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno mengalami sakit perut dan badan 

terasa lemas. 

- Bahwa benar anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani binti 

Sutrisno tidak tahu kapan dan dimana mengandung namun anak pelaku 

yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno  mulai mengalami 

keterlambatan datang bulan di bulan September tahun 2014 kemudian anak 

pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno 

memberitahukan kepada pacarnya dan dianjurkan untuk memakan buah 

nanas dan sehabis itu anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani 

Binti Sutrisno menyuruh ibunya untuk membelikan buah nanas. 

- Bahwa benar anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti 

Sutrisno pada saat mengandung tidak ada yang mengetahui sedangkan pacar 

anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno hanya 
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mengetahui kalau mengalami keterlambatan datang bulan sejak bulan 

September 2014 sampai bulan Juli 2015 dan tidak mengetahui kalau anak 

pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno sedang 

mengandung.  

-  Bahwa benar awalnya anak. pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani 

Binti Sutrisno melahirkan bayi tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 

2015 sekira jam 16.00 wib ketika hendak pergi ke kamar mandi untuk 

mandi sesampainya di dalam kamar mandi merasakan sakit perut. 

- Bahwa benar ketika dicek ternyata keluar bercak darah, dan disangka 

mungkin sudah mulai mens lalu anak pelaku yang bernama Krisna Dwi 

Handayani Binti Sutrisno mengambil pembalut di kamar dan kembali ke 

kamar mandi untuk memakai pembalut setelah itu kembali lagi ke kamar 

untuk tiduran karena merasa lemas. 

- Bahwa benar setelah kembali ke kamar yang dirasakan perut semakin mules 

dan sakit anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno 

masih belum tahu jika akan melahirkan kemudian anak pelaku yang 

bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno menuju ke kamar mandi 

untuk buang air besar dan sekalian mandi namun pada saat di dalam kamar 

mandi dan hendak buang air besar anak pelaku yang bernama Krisna Dwi 

Handayani Binti Sutrisno melihat posisi kepala bayi tersebut sudah keluar 

kemudian langsung berpindah ke kamar mandi sebelah. 

- Bahwa benar selanjutnya anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani 

Binti sutrisno mengambil posisi setengah berdiri dan berpegangan bak 
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mandi dan ± 5 menit bayi tersebut keluar dengan posisi kepala terlebih 

dahulu dan keluar ke lantai kamar mandi. 

- Bahwa benar pada saat keluar tidak ada tangisan sama sekali. 

- Bahwa benar bayi juga sudah tidak bergerak. 

- Bahwa benar pada saat keluar bayi terbentur 2 kali di bagian kepala. 

- Bahwa benar kepala bayi yang pertama terbentur dinding bak mandi dan 

yang kedua terbentur lantai kamar mandi. 

- Bahwa benar kondisi lantai kamar mandi kasar karena lantai terbuat dari 

pecahan lantai dan genting.                                                  . 

- Bahwa benar pada saat bayi tersebut keluar anak pelaku yang bernama 

Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno langsung memotong tali pusar dengan 

cutter yang berada di kamar mandi.           

- Bahwa benar setelah itu anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani 

Binti Sutrisno membersihkan kamar mandi dari darah yang banyak keluar 

dengan air yang disemprotkan dengan tujuan agar tidak menimbulkan 

kecurigaan. 

- Bahwa benar setelah itu anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani 

Binti Sutrisno keluar dari kamar mandi untuk kembali ke kamar mengambil  

baju batik dan kantung plastic untuk membungkus bayi tersebut.  

- Bahwa benar setelah itu anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani 

Binti Sutrisno kembali lagi ke kamar mandi untuk membungkus bayi 

tersebut setelah terbungkus bungkusan plastic tersebut diletakkan di pinggir 

kamar mandi bersama dengan tumpukan baju kotor dan melanjutkan mandi.                          
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- Bahwa benar setelah mandi dan ganti baju bungkusan plastic yang berisi 

bayi tersebut masih berada di dalam kamar mandi.            

- Bahwa benar setelah anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani 

Binti Sutrisno menggunakan kamar mandi tersebut, ayahnya yang 

menggunakan kamar mandi namun tidak tahu jika anak pelaku yang 

bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno habis melahirkan di dalam 

kamar mandi dan bayi tersebut sudah meninggal. 

- Bahwa benar kemudian pada malam harinya pada saat yang lain sedang 

sholat tarawih lalu anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti 

Sutrisno mengambil bungkusan tersebut dan diletakkan di kandang ayam 

belakang rumah bersamaan dengan barang barang bekas yang tidak terpakai. 

- Bahwa benar anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti 

Sutrisno bayi tersebut sebelum dimasukkan dalam kantung plastic anak 

pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno membungkus 

bayi tersebut dengan membalutkan pakaian sekolah seragam SD bermotif 

batik dan memasukkanya ke dalam kantong plastik dan menaruh bayi 

tersebut di belakang rumah tepatnya di bekas kandang ayam. 

- Bahwa benar anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti 

Sutrisno pada saat bayi keluar dari kemaluan melahirkan posisi kepala 

terlebih dahulu dan keluar ke lantai kamar mandi dan bayi tersebut tidak 

mengeluarkan jeritan atau menangis dan tidak bergerak sama sekali, dan 

anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno tidak 

mengetahui apa penyebab bayi tersebut tidak menangis dan tidak bergerak. 
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- Bahwa benar pada saat melahirkan tidak ada yang tahu dan semua dilakukan 

sendiri. 

- Bahwa benar setelah melahirkan anak pelaku yang bernama Krisna Dwi 

Handayani Binti Sutrisno masih merasa lemas namun masih bisa melakukan 

aktifitas seperti sedia kala. 

- Bahwa benar selanjutnya bungkusan yang berisi bayi tersebut ditemukan 

pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 09.00 wib oleh kedua orang 

tua anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno.  

- Bahwa benar cara anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti 

Sutrisno melahirkan bayinya di kamar mandi adalah:  

8) Awalnya anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno 

merasakan perut yang sakit melilit seperti orang mau buang air besar lalu 

anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno pergi ke 

kamar mandi untuk buang air namun pada saat akan Jongkok anak pelaku 

yang bernama . Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno sudah melihat 

kepala bayi lalu anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti 

Sutrisno pindah ke kamar mandi sebelahnya. 

9) Setelah itu anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti 

Sutrisno melepas baju dan jongkok dengan menekuk kedua kaki dan kedua 

tangan memegangi bak mandi.  

10) Lalu anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno 

serasa merasa seperti ingin ngeden (menekan perut dari dalam) dan tidak 

lama kemudian melahirkan seorang bayi  
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11) Melihat ada bayi yang lahir anak pelaku yang bernama Krisna Dwi 

Handayani Binti Sutrisno merasa panic dan takut lalu anak pelaku yang 

bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno memotong tali pusar bayi 

tersebut dengan menggunakan pisau atau cutter.  

12) Setelah selesai membersihkan badan lalu anak pelaku yang bernama 

Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno langsung keluar kamar mandi untuk 

mengambil tas plastik atau kresek warna hitam dan putih dan mengambil 

baju seragam sekolah SD bermotis batik. 

13) lalu anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno 

kembali ke dalam kamar mandi untuk membalut atau membungkus bayi 

tersebut dengan baju seragam batik tersebut dan setelah itu memasukkan 

ke dalam tas plastik atau kresek. 

14) anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno 

menaruh bayi yang telah tersangka bungkus tersebut di pojokan kamar 

mandi dan anak pelaku yang bernama Krisna Dwi Handayani Binti 

Sutrisno keluar kamar mandi menuju ke dalam kamar untuk memakai baju 

dan setelah kembali ke Kamar mandi untuk mengambil bayi yang 

dibungkus selanjutnya menuju ke belakang rumah sambil membawa tas 

plastik atau kresek yang berisikan bayi dengan menggunakan tangan kanan 

dan tersangka buang di belakang rumah tepatnya di bekas kandang ayam 

kemudian setelah itu langsung kembali ke kamar. 

  - Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan 
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Kesehatan No :Ver/38A/ll/2015/Biddokes tanggal 9 Juli 2015 yang ditanda 

tangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr Sumi Hastry P,SpF,DFM 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

 - Bahwa telah diperiksa bayi laki-laki, usia cukup bulan panjang badan 

empat puluh sembilan sentimeter, kesan gizi cukup, waktu kematian 

hari rabu pukul tiga sampai lima pagi dari saat pemeriksaan. Dari 

pemeriksaan luar ditemukan kekerasan benda tumpul pada bagian 

kepala kanan atas dan belakang. Pemeriksaan dalam ditemukan resapan 

darah di kepala bagian kanan dan seluruh kulit kepala bagian belakang 

dan retak tulang tengkorak. Semua keadaan tersebut di atas 

menyebabkan kematian. 

-   Bahwa dengan demikian, Hakim menilai bahwa perbuatan Anak Pelaku 

telah memenuhi rumusan unsur ini yaitu Dilarang menempatkan, 

membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan 

kekerasan terhadap anak menyebabkan mati, maka unsur    "Dilarang  

menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan atau turut 

serta melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati" telah 

terpenuhi; 

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil penelitian kemasyarakatan 

yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, disarankan apabila dalam 

masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi 

anak kiranya klien dapat dijatuhi dengan pidana penjara di LBKA kelas I 

Kutoarjo sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-
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Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan 

dalam tuntutannya Penuntut Umum minta agar terdakwa dinyatakan 

bersalah dan dijatuhi pidana penjara. 

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Orang Tua 

dan Anak Pelaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut:  

Menimbang, bahwa Orang Tua dan Anak Pelaku dalam 

pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan 

hukuman, dengan alasan Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan 

berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Anak Pelaku 

menyatakan masih ingin melanjutkan sekolahnya lagi;  

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan 

Anak Pelaku dan orang tuanya dalam pembelaannya tersebut, Majelis-

Hakim sependapat, oleh karena menurut Majelis Hakim Anak Pelaku 

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan 

tersebut, maka pembelaan orang tua dan anak pelaku diterima. 

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena seluruh unsur dalam 

dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sedangkan pembelaan 

orang tua dan anak pelaku diterima, maka Anak pelaku terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu 

"Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan atau 

turut serta melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati", 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU Rl No. 35 
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tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.  

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak 

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, 

baik sebagai alasan pembenar   dan   atau   alasan   pemaaf,   maka   anak   

pelaku   harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.  

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku mampu bertanggung 

jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. 

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 76C jo pasal 80 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Rl No 

23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berupa pidana kumulatif yaitu 

penjara dan denda. 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 UU Nomor 11 Tahun 2042 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), minimum khusus pidana 

penjara tidak berlaku terhadap anak, dan sesuai Pasal 71 ayat 3 undang-

undang tersebut, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.  

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perampasan kemerdekaan 

adalah merupakan upaya terakhir (ultimum remidium) adalah pada dasarnya 

anak tidak bisa dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan 

penyelesaian perkara; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (i) UU Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), perampasan 

kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; 



 66 

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 

- 1 (satu) potong baju seragam sekolah SD motif batik warna coklat, 1 (satu) 

buah pisau cutter yang sudah berkarat, oleh karena di persidangan terbukti 

sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka statusnya dirampas untuk 

dimusnahkan;  

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku, maka 

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang 

meringankan:  

Keadaan yang memberatkan: 

- Perbuatan anak pelaku mengakibatkan anak yang dilahirkan meninggal 

dunia. 

- Perbuatan anak pelaku bertentangan dengan norma sosial dan agama  

Keadaan yang meringankan:  

- Anak pelaku berlaku sopan di persidangan. 

- Anak pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya  

- Anak pelaku masih mau melanjutkan sekolahnya. 

Menimbang, bahwa hakekat pemidanaan bukanlah pembatasan (retributif), 

melainkan perbaikan atas kelakuan anak pelaku yang menyimpang 

(restitutif), maka dengan mengingat keseluruhan fakta di persidangan 

perkara ini, dipandang pantas dan adil apabila kepada anak pelaku dijatuhi 

pidana sesuai yang termuat dalam amar putusan, pidana tersebut dinilai 

telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud 

penjatuhan pidana. 
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Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku dijatuhi pidana .dan 

sebelumnya anak pelaku tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan 

dari pembayaran biaya perkara, maka anak pelaku harus dibebani untuk 

membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan 

ini. 

E. Amar Putusan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Demak No. 

9/PID.Sus.Anak/2015/PN DMK 

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap 

dalam persidangan, maka Majelis Hakim memutuskan: 

Mengingat dan memperhatikan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-

Undang RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain 

yang bersangkutan.  

1. Menyatakan Anak Pelaku Krisna Dwi Handayani Binti Sutrisno terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang 

menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta 

melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan mati.  

2. Menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tersebut oleh karena itu dengan 

pidana penjara selama 8 (delapan bulan) dengan perintah pidana tersebut 

tidak perlu dijalani kecuali di kemudian ada perintah lain dalam putusan 

Hakim bahwa anak pelaku sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun 

berakhir bersalah telah melakukan suatu tindak pidana dan terhadap anak 
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pelaku wajib melaksanakan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Balai 

latihan Kerja Kabupaten Demak; 

3. Menetapkan barang bukti, berupa 1 (satu) potong baju seragam sekolah 

SD motif batik warna coklat, 1 (satu) buah pisau cutter yang sudah 

berkarat dirampas untuk dimusnahkan. 

4. Membebani anak pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 

2.000,00 (dua ribu Rupiah).   
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM 

PUTUSAN PENGADIAN NEGERI DEMAK NO. 

9/PID.SUS.ANAK/2015/PN DMK 

  

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Demak 

No. 9/PID.Sus.Anak/2015/PN DMK 

Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam 

menjatuhkan putusan, pada pertimbangan pokoknya adalah karena pelaku 

masih di bawah umur, baru usia 16 tahun, dan pelaku tidak aktif melainkan 

bersifat pasif dengan cara „membiarkan” anaknya membentur bak mandi 

sehingga anaknya meregang nyawa. Berdasarkan pertimbangan tersebut 

hakim PN Demak menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tersebut oleh 

karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan bulan) dengan perintah 

pidana tersebut tidak perlu dijalani. 

Peneliti tidak sependapat dengan alasan pertimbangan hukum hakim 

PN Demak. Meskipun pelaku masih di bawah umur, namun pelaku 

melakukannya dengan menginsyafi dan menyadari bahwa perbuatan tersebut 

merupakan suatu kejahatan yang dilarang oleh kaidah hukum juga norma-

norma agama. Keadaan pelaku yang masih di bawah umur bisa untuk 

meringankan hukuman serta membedakan jenis hukumannya dengan orang 

dewasa, namun kurang tepat dengan membebaskan pelaku menjalani pidana. 

Menurut peneliti, membebaskan pelaku menjalani pidana adalah merupakan 
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pertimbangan yang berlebihan sehingga dapat memicu antipati masyarakat 

dalam penegakan hukum. Masyarakat dapat menilai pertimbangan hakim 

sebagai pertimbangan yang diskriminatif dan disparitas (perbedaan hukuman) 

yang tidak adil. 

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses 

peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya 

kebenaran itu ditentukan atau ditetapkan lewat putusan. Di dalam hubungan 

tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, 

kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan 

oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya dan proses persidangan, sejak 

pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya. 

Perbuatan seorang ibu yang membunuh anaknya merupakan suatu 

tindak kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius, karena jika dipandang 

dari sisi hukum perbuatan tersebut melanggar hukum dan merupakan tindak 

kekerasan, sedangkan dari sisi agama dan norma-norma yang ada dalam 

tatanan masyarakat juga sangat bertentangan. 

Kembali pada pertimbangan hakim PN Demak, bahwa pertimbangan 

pokok lainnya dari majelis hakim yaitu bahwa orang tua pelaku masih 

sanggup untuk mendidik dan mengawasi anaknya tersebut, orang tua 

anak/pelaku juga menyadari perbuatan anaknya adalah salah/keliru dihadapan 

hukum ataupun pergaulan masyarakat dan keinginannya untuk memondokkan 

anaknya di pondok pesantren nantinya. Anak pelaku berlaku sopan di 
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persidangan, anak pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya, anak pelaku 

masih mau melanjutkan sekolahnya. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim PN Demak menjatuhkan 

pidana kepada anak pelaku tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 

selama 8 (delapan bulan) dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani. 

Peneliti tidak sependapat dengan alasan pertimbangan hukum hakim 

PN Demak bahwa hanya karena orang tua pelaku masih sanggup untuk 

mendidik dan mengawasi anaknya tersebut, lalu Hakim membebaskan 

terdakwa untuk tidak menjalani hukuman. Alasan orang tua pelaku bersifat 

normatif dan tidak bisa jadi alasan membebaskan terdakwa. Demikian pula 

bahwa hanya karena anak pelaku berlaku sopan di persidangan, anak pelaku 

mengakui dan menyesali perbuatannya, anak pelaku masih mau melanjutkan 

sekolahnya, lalu Hakim PN Demak membebaskan terdakwa. Sikap terdakwa 

yang sopan di persidangan itu hanya hal biasa dan tidak bisa jadi dasar 

membebaskan pelaku. 

Peneliti tidak sependapat dengan putusan PN Demak karena hukuman 

yang dijatuhkan terlalu ringan yaitu hanya 8 bulan.  Padahal pasal yang di 

dakwakan oleh JPU dan yang dituntut oleh Penuntut umum serta yang di 

jadikan dasar oleh PN Demak adalah Pasal 80 ayat 3 UU No 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak.  Dalam Pasal tersebut pidana penjaranya adalah 

15 tahun. Meskipun pidana penjara 15 tahun itu sebagai hukuman maksimal, 

namun jika terdakwa hanya dihukum 8 bulan, maka terlalu tidak seimbang 

menurut peneliti seharusnya minimal diberikan hukuman 2 tahun. Putusan PN 
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Demak sangat bertentangan dengan teori relatif (teori tujuan). Secara prinsip 

teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya 

setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (special 

prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, 

serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (general prevention) dari 

kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah 

dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut 

adalah dalam rangka agar terpidana menjadi jera, dan untuk menciptakan 

serta mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.
1
 

Putusan PN Demak bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Seperti di 

ketahui menurut teori atau aliran gabungan bahwa tujuan pemidanaan selain 

bersifat edukatif (mendidik) juga dapat menimbulkan efek jera karena 

terpidana tidak menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan anak. 

Sehingga sangat dimungkinkan pelaku akan mengulangi tindak pidana. 

Putusan PN Demak tidak memberikan contoh yang baik untuk masyarakat, 

karena masyarakat akan menilai bahwa ternyata membunuh anak kandung itu 

hukumannya ringan karena itu masyarakat akan berani untuk melakukan 

tindak pidana seperti itu. 

Dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana), telah diatur tentang definisi putusan yang terdapat pada ketentuan 

pasal 1 butir 11. Ketentuan tersebut berbunyi “Putusan Pengadilan adalah 

pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka, yang dapat 

                                                 
1
 E. Utrecht, Hukum Pidana I,  Surabaya: PustakaTinta Mas, 2010, hlm. 185. Dapat 

dilihat juga dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: 

Alumni, 2012, hlm. 11. 
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berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam 

hal serta menurut cara yang diatur dalam undang– undang ini. 

Adapun jenis-jenis putusan hakim yaitu:  

a. Dalam pasal 191 butir 1 KUHAP, Putusan bebas (vrijspraak), apabila 

pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, 

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
2
 

b. Dalam pasal 191 butir 2 KUHAP, Putusan lepas dari segala tuntutan hukum 

(onslag van recht vervolging), apabila pengadilan berpendapat bahwa 

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan 

itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
3
  

c. Pasal 193 butir 1 KUHAP Putusan pemidanaan (veroordeling), apabila 

pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 

yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
4
 

Pertama-tama yang harus diperhatikan dengan seksama dalam perkara 

ini, yaitu syarat formil dan materil dari surat dakwaan dan putusan. KUHAP 

telah mengatur dengan jelas mengenai pentingnya hal tersebut. Berdasarkan 

Pasal 142 ayat (2) KUHAP, syarat formil dari suatu surat dakwaan harus 

berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 

kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, sedangkan syarat 

                                                 
2
Uraian lebih dalam tentang macam-macam keputusan hakim dapat dibaca dalam Andi 

Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 280.    
3
Martiman Prodjohamidjojo, Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan 

Praktek, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012, hlm. 162.  
4
Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana, Jilid 2, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2014, 

hlm. 76.   
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materilnya berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 

pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak 

pidana itu dilakukan. 

Ayat (3) dari pasal tersebut menegaskan bahwa surat dakwaan yang 

tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (2), akan batal demi hukum. 

Jika dilihat dalam surat dakwaan, maka syarat formil dan materil surat 

dakwaan tersebut sudah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam 

KUHAP. Pasal 197 ayat (1) KUHAP, menyebutkan apa saja yang harus 

dimuat dalam surat putusan pemidanaan. 

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Demak No. 

9/PID.Sus.Anak/2015/PN DMK secara ketentuan KUHAP telah memenuhi 

syarat tersebut.
5
 Akan tetapi putusan tersebut di atas sangat jelas tidak 

mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan 

sangat ringan, sehingga tidak menimbulkan rasa takut dan efek jera bagi 

pelaku. 

Setiap putusan Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan 

Tinggi sampai pada Mahkamah Agung tidak luput dengan pertimbangan-

pertimbangan hukum, tidak saja karena menjadi syarat suatu putusan 

sebagaimana ketentuan undang-undang tetapi juga untuk memberikan dasar 

kemantapan di dalam menjatuhkan putusan. 

Peneliti tidak sependapat dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri 

Demak karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan yaitu hanya delapan 

                                                 
5
Lebih dalam dapat dilihat dalam Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 

Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 283.    
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bulan.  Padahal pasal yang di dakwakan oleh Jaksa penuntut umum dan yang 

dituntut penuntut umum serta yang dijadikan dasar oleh PN Demak adalah 

Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  Dalam pasal 

tersebut ancaman pidana penjaranya adalah 15 tahun.
6
 Meskipun ancaman 

pidana penjara 15 tahun itu sebagai hukuman maksimal, namun jika terdakwa 

hanya dihukum delapan bulan, maka tidak proporsional/terlalu tidak 

seimbang. 

Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan 

pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping 

mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas 

perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga 

bisa kembali ke masyarakat (jera). Munculnya teori gabungan pada dasarnya 

merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori 

absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak 

hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga 

agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak 

melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat. 

Dikaitkan teori gabungan dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Demak, 

maka putusan tersebut kurang mendidik dan tidak akan mampu memperbaiki 

                                                 
6
 Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi: 

Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga 

miliar rupiah). 
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orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan 

meresahkan masyarakat. 

 

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri 

Demak Nomor: 9/Pid.Sus.Anak/2015 PN DMK 

Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam 

menjatuhkan putusan, pada pertimbangan pokoknya adalah bahwa orang tua 

pelaku masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anaknya tersebut, 

orang tua anak/pelaku juga menyadari perbuatan anaknya adalah salah/keliru 

dihadapan hukum ataupun pergaulan masyarakat dan keinginannya untuk 

memondokkan anaknya di pondok pesantren nantinya. Anak pelaku berlaku 

sopan di persidangan, anak pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya, 

anak pelaku masih mau melanjutkan sekolahnya. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut hakim PN Demak menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tersebut 

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan bulan) dengan 

perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani. 

Dari segi hukum Islam, pertimbangan Hakim PN Demak bertentangan 

dengan teori ushul fiqih, karena pelaku melakukannya dengan menginsyafi 

dan menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan maka 

dianggap sudah mumayyiz (mampu membedakan yang baik dan buruk), dan 

setiap orang yang sudah mumayyiz maka dapat dikenai pertanggungjawaban 

hukum. Pelaku telah masuk kategori ahliyah al ada adalah sifat kecakapan 

bertindak dalam hukum oleh seseorang yang telah dianggap sempurna untuk 
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mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif 

maupun negatif. 

Menurut peneliti, penjatuhan hukuman selama 8 (delapan bulan) 

dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani adalah tidak sesuai dengan 

konsep hukum Islam. Alasannya karena dalam kategori hukum Islam pelaku 

sudah baligh/mumayyiz maka dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. 

Pelaku telah masuk kategori ahliyah al ada. Tindak pidana yang dilakukan 

oleh pelaku termasuk jarimah qisâs yaitu jarimah yang diancam dengan 

hukuman dan hukumannya sudah ditentukan oleh syara'. Tindak pidana yang 

dilakukan oleh pelaku termasuk pembunuhan karena kesalahan/tidak sengaja 

(al-qatl al-khata’). Dengan demikian hukuman selama 8 (delapan bulan) oleh 

Hakim Pengadilan Negeri Demak dimana pelaku tidak menjalani pidana 

tersebut adalah terlalu ringan, sedangkan hukuman karena kesalahan/tidak 

sengaja (al-qatl al-khata’) versi hukum Islam sangat berat yaitu diyat dan 

kiffarat, pelaku tidak dapat menerima warisan dan wasiat. 

Tujuan pemidanaan dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum 

disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan 

sekaligus menegakkan keadilan.
7
 Adapun pemidanaan dalam hukum pidana 

Islam terhadap anak sebagai pelaku dapatlah ditegaskan bahwa anak di bawah 

umur yaitu yang belum baligh (belum berusia 15 tahun) tidak dapat dijatuhi 

                                                 
7
Abd al-Wahhâb Khalâf, „Ilm usûl al-Fiqh, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 198. 

Muhammad Abu Zahrah,  Usûl al-Fiqh, Cairo: Dâr al-Fikr al-„Arabi, 1958, hlm. 351.   
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pidana atau hukuman,
8
 sedangkan dalam kasus ini, pelaku sudah berusia 16 

tahun, hal itu berarti sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggungjawab. 

Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas 

dua perkara, yaitu kekuatan berpikir (idrak) dan pilihan (ikhtiar). Sehubungan 

dengan kedua dasar tersebut, maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-

beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, 

semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut.  

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak 

ia dilahirkan sampai ia dewasa.
9
  

1)   Masa Tidak Adanya Kemampuan Berpikir (Idrak) 

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada 

usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak 

mempunyai kemampuan berpikir, dan ia disebut anak yang belum 

tamyiz.
10

 Sebenarnya tamyiz atau masa seseorang mulai bisa 

membedakan antara benar dan salah, tidak dibatasi dengan usia tertentu, 

karena tamyiz tersebut kadang-kadang bisa timbul sebelum usia tujuh 

tahun dan kadang-kadang terlambat sesuai dengan perbedaan orang, 

lingkungan, kondisi kesehatan akal, dan mentalnya. Akan tetapi, para 

fuqaha berpedoman kepada usia dalam menentukan batas-batas tamyiz 

dan kemampuan berpikir, agar ketentuan tersebut bisa berlaku untuk 

                                                 
8
Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, 

Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 133-135. 

 
9
Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 

370-371.   
10

Ahmad Wardi Muslich, op.cit., hlm. 133. 
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semua orang, dengan berpegang kepada keadaan yang umum dan biasa 

terjadi pada anak. Pembatasan tersebut diperlukan untuk menghindari 

kekacauan hukum.  

Di samping itu pembatasan tamyiz dengan umur memungkinkan 

kepada seorang hakim untuk mengetahui dengan mudah apakah syarat 

tersebut (kemampuan berpikir) sudah terdapat atau belum, sebab dengan 

usia anak lebih mudah untuk mengetahuinya. Meskipun anak yang belum 

berusia tujuh tahun sudah menunjukkan kemampuan berpikir, bahkan 

mungkin melebihi anak yang sudah berumur tujuh tahun, namun ia tetap 

dianggap belum tamyiz, karena yang menjadi ukuran adalah kebanyakan 

orang dan bukan perorangan.
11

   

Dengan demikian, seorang anak yang belum tamyiz, karena 

belum mencapai usia tujuh tahun, apabila ia melakukan suatu jarimah 

tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. la 

tidak dikenakan hukuman hadd apabila ia melakukan jarimah hudud dan 

tidak diqishash apabila ia melakukan jarimah qishash. Akan tetapi, 

pembebasan anak tersebut dari pertanggungjawaban pidana tidak 

menyebabkan ia dibebaskan dari pertanggungjawaban perdata dari setiap 

jarimah yang dilakukannya. la tetap diwajibkan membayar ganti rugi 

yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya 

                                                 
11

Abd Al-Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz I, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 

tth, hlm. 602. 
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menimbulkan kerugian kepada orang lain, baik pada hartanya maupun 

jiwanya.
12

  

2)  Masa Kemampuan Berpikir yang Lemah 

Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia tujuh tahun 

dan berakhir pada usia dewasa (balig). Kebanyakan fuqaha membatasi 

usia balig ini dengan lima belas tahun. Apabila seorang anak telah 

mencapai usia lima belas tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut 

ukuran hukum, meskipun mungkin saja ia belum dewasa dalam arti yang 

sebenarnya. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan delapan 

belas tahun. Menurut satu riwayat sembilan belas tahun untuk laki-laki 

dan tujuh belas tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur di 

kalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah.
13

  

Pada periode yang kedua ini, seorang anak tidak dikenakan 

pertanggung-jawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik 

jarimah hudud, qishash, maupun ta'zir. Akan tetapi, ia dapat dikenakan 

hukuman pengajaran (ta'dibiyah). Pengajaran ini meskipun sebenarnya 

berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman 

pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, apabila anak 

tersebut berkali-kali melakukan jarimah dan berkali-kali pula dijatuhi 

pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai recidivis atau pengulang 

kejahatan. Untuk pertanggungjawaban perdata ia tetap dikenakan, 

                                                 
12

Ibid., hlm. 602.  
13

Ahmad Hanafi, op.cit., hlm. 370. 
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meskipun ia dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, apabila 

perbuatannya merugikan orang lain, baik hartanya maupun jiwanya. 

Karena harta dan jiwa dijamin keselamatannya oleh syara' dan alasan-

alasan yang sah tidak dapat menghapuskan jaminan tersebut.
14

  

 3)  Masa Kemampuan Berpikir Penuh 

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa, yaitu 

usia lima belas tahun menurut kebanyakan fuqaha atau delapan belas 

tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur 

dari mazhab Maliki. Pada periode ini seorang anak dikenakan 

pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya, 

apapun jenis dan macamnya.
15

 

Mengenai pengertian pembunuhan, Abdul Qadir Audah memberikan 

definisi sebagai berikut. 

ُ ُهلََلٌلل   هٌَََُْوَللَْ ُ هحْ   وُلل ٌَُاأَّْلَلْةهُهَاُْهَ ُةلٌل ُلٌْ لل  ُلٌللبَُالٌْ َلَلْلٌُبلَللاهحْيه َِ لل الَْقَتْلل هُوه
ُهَخَرَُ ُهلََلٌ ٍّ ُةفٌٌْ   

Artinya: Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan 

kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan 

nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.
16

 

 

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam jarimah 

qisâs (tindakan pidana yang bersanksikan hukum qisâs). Hukuman qisâs 

                                                 
14

Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, Jilid 2, Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 3-

4.   
15

Ahmad Wardi Muslich, op.cit., hlm. 134.  
16

 Abd Al-Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 

tth, hlm. 6.  
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disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijma'. Dasar hukum dari Al-

Qur'an terdapat dalam beberapa ayat, antara lain sebagai berikut.  

1) Surah Al-Baqarah ayat 178 

ُةلٌللللْأهُْ ْلَلللل ُاأهْلللللرا ٌُ ُالْقَتلْ تلٌللللفَُِاَْلَللللَّْ هلْهُالْقٌاَلللللْ ه هْ اُِْ ُيلَللللُْهيَلالَلللللُْالولللللكٌيبَُ لَلهللللل ر 
ُ  ْ ٌََُ لللللْ   ُلَْبل َلَلللل هَُلٌلللللبُْهَخٌَّللللل لللللبُْاهفٌلللللَ ُللَلللل َُ َِ ُلَ ِلَلللل ُةلٌللللْىهُ حَالَْ َْدةٌْلَْ َْلللللدٌُحَاىهُ

ْ رهحفٌُحَهلََا  َُ لبٌُااْتلَدَ ُُةٌْلْ َُ ُل بُ وة  هلُْْحََ حْْةَ ُلَ ُذَلٌكَُتََْفٌَّف  ٌَُةإٌٌحْسَْن  ٌَلََّْ
ُهلََّلْ ُ)الَقرة:ُُةلَْ دَُذَلٌكَُ هَُاَكَاب   (871للََْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisâs 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka 

dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita 

dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu 

pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 

mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi 

maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan 

cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu 

keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa 

yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat 

pedih". (QS. Al-Baqarah: 178).
17

 

 

a. Surah Al-Baqarah ayat 178 ditinjau dari asbab al-nuzul bahwa 

diriwayatkan dari Qatadah, orang-orang Jahiliyah biasa melakukan 

kezaliman dan memperturutkan kehendak syetan, yaitu apabila suatu 

kabilah yang memiliki kekuatan kemudian hamba mereka membunuh 

hamba dari kabilah lain, maka mereka berkata: Kami tidak akan 

membalas melainkan mesti membunuh orang merdeka, karena rasa 

keagungan dan keutamaan mereka atas yang lain. Apabila ada seorang 

perempuan di antara mereka membunuh seorang perempuan dari 

kabilah lain, mereka pun berkata: Kami tidak akan membalas 

                                                 
17

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur‟an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

Departemen Agama 1986, hlm 70. 
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membunuh melainkan seorang laki-laki, lalu turunlah ayat "orang 

merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita 

dengan wanita.
18

 

b.  Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, bahwa pernah ada dua kabilah 

Arab, di masa Jahiliyah yang tidak jauh dari masa datangnya Islam, 

saling membunuh, yang kemudian masing-masing dari mereka ada 

korban yang meninggal dan yang luka-luka termasuk di antaranya 

wanita-wanita dan hamba-hamba, kemudian belum sampai saling 

membalas kembali di antara mereka sehingga mereka akhirnya masuk 

Islam. Kemudian salah satu Kabilah yang bersengketa itu 

menyombongkan kekayaan dan perbekalan mereka lalu bersumpah 

tidak rela kalau tidak membalas pembunuhan yang dilakukan oleh 

Kabilah lawannya, bagi seorang hamba kami yang terbunuh, maka 

kami harus dapat membunuh seorang merdeka dari kalangan mereka, 

dan bagi seorang wanita, kami harus membunuh seorang laki-laki 

sebagai balasannya. Kemudian turunlah ayat "Hai orang-orang yang 

beriman, diwajibkan atas kamu qisâs berkenaan dengan orang-orang 

yang terbunuh.
19

 

2) Al-Baqarah ayat 179 

نَُِ)الَقرة:ُ ههحلُِْاىلَََْْبٌُلََ وْ هلُْْبلَتلوقه ُْْ  (871حَلَ هلٌُْْ ُالْقٌاٌَْ ُحَََّْة ُيَ

                                                 
18

Muhammad Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat Ahkam, Juz I, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 

2004, hlm. 121.  
19

Ibid., hlm. 121.   
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Artinya: "Dan dalam qisâs itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, 

hari orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa". (QS. 

Al-Baqarah: 179).
20

 

 

 

3) Al-Ma'idah ayat 45 

ُحَاىَُفَُةٌْىَُفٌُ ُةٌْلَْ يٌْْ لَُْاَََّْْلٌلُْْلٌَّلَُْهَنوُالللوفْسَُةٌْلللوفْسٌُحَالَْ يَْْ تََلْ ُحََْ
ُحَاىهذهُ َِ ٌَُللَله َُبُبَاَدوَ ُةٌ ُلَ ُحَالْهْرهحَ ُقٌاَْ   ُنَُةٌْىهذهنٌُحَالس بوُةٌْلس ب 

نَُِ هُ لٌ هَُلأَهحْللَئٌكَُوهلْهُالظوْ يََْ هلُْبَُِْهُاَيَُالّْ فوْ ةَ ُلوهَُحَلَبُلَّوُْ َُْ
ُ(54)المْئدة:ُ

Artinya: "Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-

Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan 

mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan 

gigi, dan luka-luka pun ada qisâsnya. Barang siapa yang 

melepaskan (hak qisâs)nya maka melepaskan hak itu (menjadi) 

penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara 

menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-

orang zalim". (QS. Al-Ma'idah: 45).
21

 

 

Di samping terdapat dalam Al-Qur'an, hukuman qisâs ini juga 

dijelaskan dalam sunah Nabi saw, antara lain sebagai berikut. 

1) Hadis Abdullah 

ُحَهةَهلُِلهَ ْحٌيلَةَُحَحٌََّْل  ُ  ٍ ُةْبهُغٌَّلَْ ثلَلَُْحَفْصه ُةَْ رٌُةْبهُهَبَُِ َََّْةَُحَدو ثلَلَُْهةَهِ حَدو
ٌَُقلَلْيَُقلَلْيَُ ُاَللبُْاََْللدٌُالوْلل ٌَُةلْلبٌُلهللروةَُاَللبُْلَسْللرهح   ُاَللبُْاََْللدٌُالوْلل ٌَ لل َُ ُاَللبٌُاىَْاْ

ُالوٌَُْصَوْ ُالوَْ يِه َََُُ سه للَدهُهَنُْلٌَََُللَ ْْ ُيَ ُلهسْلٌْلْ  ٌَُحَسَوْلَُْلََُيٌََ اُلَمهُالْرئٌ  اَََّْْ
ُةلٌْلللوفْسٌُ ُاللاوانُِّحَاللللوفْسه ُالِلوَّ لفِه  ٍ ُةإٌٌحْلدَ ُثلََ  ٌٌََُلَو ُالوْل يِه َُ سهل هَُحَهَنِّ  ُالوْ ٌَلَو

ْاَةٌُ َُ ْْجَ ُلٌ فَْ ٌ ه هُ ٌَُالْ ُلٌدٌيلٌ 22) حاهُلسْلْ(حَالتوْ كٌه
 

                                                 
20

Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur‟an, op.cit., hlm. 71. 
21 Ibid., hlm. 165. 
22

Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahîh Muslim, 

Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth. hlm. 106.  
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Artinya;  "Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Bakr bin Abu 

Ayaibah dari Hafs bin Giyas dan Abu Muawiyah dan Waki' dari 

al-A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah 

berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Tidak halal darah 

seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan 

Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah, kecuali dengan salah 

satu dari tiga perkara: (1) duda yang berzina (zina muhshan), (2) 

membunuh jiwa, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya 

yang memisahkan diri dari jama'ah". (HR. Muslim). 

 

Lafaz اُب سس ََّفف باِننل  ُ سْ  yang tercantum dalam hadis (jiwa dengan jiwa) الَّن نف

di atas menunjukkan arti qisâs. 

2) Hadis Ibn Abbas 

ِلٌير ُاَلبُْ َْ ْنهُةلْبهُ َُ ََّْْ ثلَلَُْسه ٌِير ُحَدو وُدهُةْبهَُْ ثلَلَُْمُهَ ر ُحَدو َُ وُدهُةْبهُلَْ  ثلَلَُْمُهَ ُحَدو
 ُْ ُاَللبٌُاةلْلبٌُاَوَللْ  ْ للرٌحُةلْلبٌُلٌيللَلْ  ُاَللبُْعلَلْحه ُْ ٌَُُقلَلْيَُ:ُقلَلْيَُُ ضُاَ ُالوْلل يِه َ سهلل

ٌَُحَسَوْلَُُْصَوْ ُالوَْ َِل ُُُاَََّْْ ُقلَ َِ دًاُللَله ُْ 23) حاهُاةبُلْجة(حَلَبُْقلَتََ ُاَ
 

 

Artinya:  Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ma'mar 

dari Muhammad bin Kasir dari Sulaiman bin Kasir dari 'Amr bin 

Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas ra. la berkata: Telah 

bersabda Rasulullah saw.: "dan barang siapa dibunuh dengan 

sengaja maka ia berhak untuk menuntut qisâs" (HR. Ibnu 

Majah). 

 

Di samping Al-Qur'an dan sunah juga para ulama telah sepakat (ijma') 

tentang wajibnya qisâs untuk tindak pidana pembunuhan sengaja. Meskipun 

demikian, dalam hal orang tua yang membunuh anaknya, maka orang tua 

tidak bisa dikenai hukum qisâs. Hal ini seperti terlihat dalam bukunya H.M.K. 

Bakri yang menyatakan:  

                                                 
23

Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, hadis No. 2613 

dalam CD program Mausu'ah Hadis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software 

Company).  
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Tidak dilakukan hukum qisâs terhadap bapa yang membunuh anaknya 

dan juga ibu yang membunuh anaknya, sesuai dengan hadis Nabi yang 

diterangkan oleh Umar bin Khatab, katanya : "Tidak dibunuh bapa 

sebab membunuh anaknya." Kalau begitu tidak dibunuh pula ibu 

sebab membunuh anaknya dan seterusnya kepada perhubungan ibu 

bapa. Jika dua orang laki-laki sama-sama mencampuri seorang 

perempuan, kemudian perempuan itu melahirkan anak, dan 

kemungkinan anak itu dari salah seorang keduanya. Kemudian 

keduanya membunuh anak itu sebelum nyata siapa bapanya, maka 

dalam perkara semacam ini tiada berlaku hukum qisâs pada yang 

membunuh, karena anak itu menaruh syubbat atau keraguan siapa 

mestinya yang berhak memilikinya.
24

 

 

 

Hukuman qisâs dapat gugur apabila wali korban menjadi pewaris hak 

qisâs. Contohnya, seperti seseorang yang divonis qisâs, kemudian pemilik 

qisâs meninggal, dan pembunuh mewarisi hak qisâs tersebut, baik seluruhnya 

maupun sebagiannya, atau qisâs tersebut diwarisi oleh orang yang tidak 

mempunyai hak qisâs dari pembunuh, yaitu anaknya.  

Sebagai penjabaran dari contoh tersebut dapat dikemukakan penjelasan 

sebagai berikut. 

1) Contoh pembunuh sebagai ahli waris qisâs. Seorang anak membunuh 

ayahnya, dan ia (anak) tersebut mempunyai saudara. Kemudian saudara 

tersebut yang memiliki hak qisâs - meninggal, dan ia tidak mempunyai 

ahli waris selain saudaranya yang membunuh tadi. Dalam kondisi ini, 

pembunuh tersebut menjadi ahli waris atas hak qisâs dari saudaranya. 

Dengan demikian maka hukuman qisâs menjadi gugur, karena tidak 

mungkin seseorang melaksanakan qisâs terhadap dirinya sendiri.  

                                                 
24

H.M.K. Bakri, Hukum Pidana Dalam Islam, Semarang: Ramadani, 1987, hlm. 26 
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 2) Contoh yang mewarisi qisâs orang yang tidak bisa mengqisâs pembunuh: 

Salah seorang dari kedua orang tua, misalnya ayah, membunuh orang tua 

yang lainnya, misalnya ibu, dan mereka mempunyai anak, baik laki-laki 

maupun perempuan. Dalam hal ini, qisâs menjadi gugur karena anak, 

sebagai pemilik hak qisâs tidak bisa mengqisâs pembunuh (ayahnya), 

dengan asumsi, andaikata orang tua (ayah) membunuh anaknya, ia tidak 

dapat diqisâs, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, 

Turmudzi, Ibn Majah, dan Baihaqi dari Umar ibn Khatthab, bahwa ia 

mendengar Rasulullah saw. bersabda:  

ٌَُاَلبُْ ُاَلبُْهةََّل لرهحُةلْبهُ هلَ َّْفِ  ُْ ثلَلَُْاَ ثلَلَُْاةْبهُلََََّ ةَُحَدو ثلَلَُْحَسَب ُحَدو حَدو
ُاةلْلبهُا َْ وللْبٌَُ لٌلل ُاََْللدٌُالٌُ للره َُ للر حَُ لٌلل ُالوْللَُاَلْللَُقلَلْيَُقلَلْيَُاه ُْ ُةلْلبٌُاَ

ٌَُ ٌَُصَلوْ ُالوْلَُاَََّْْل يَُِالوْل َُ سه يلهقَلْلهُُالوَُْاَلَُْسٌََْ ته ُلََُ يِه َِللَد ُحَسَلوْلَُْيلَقهل لٌ
25) حاهُاحْد(ُلٌبُْحَالٌدٌه

 

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari hasan dari Ibnu Lahi'ah 

dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari Abdillah bin Amr 

ra. Berkata: telah berkata Umar Ibn al-Khattab ra. telah 

mendengar Rasulullah Saw bersabda: bahwa tidaklah diqisâs 

orang tua karena membunuh anaknya (HR. Ahmad). 

 

Jumhur berpendapat: orang tua yang membunuh anaknya tidak 

dibunuh karena ada hadis Nabi Saw: 

لللرَُهه اَههُاَللل َُ لْلللكٌٌ ٌَُسََْْاٌَّللل هُةلْللبهُاه هُ ثلَلَُْهةَهلللُِالْ لللرٌحُةلْللبٌُحَلللدو ُْ ُاَلللبُْاَ عْ  للل بٌُحَجو
لرَُ َُ هٌُقلَْيَُاه ٌَُاَلبُْجَلد  ُاَلبُْهةََّل ْ لتهُُةلْبٌُا َْ ولْبٌَُ لٌل ُالوْلَُاَلْلَُ هَ َّْفِ  ُسٌََ

                                                 
25

 Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, 

hadis No. 1140 dalam CD program Mausu'ah Hadis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic 

Software Company).   
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ٌَُصَلوْ ُالوْلَ يَُِالوْل َِللَدٌهٌُ) حاهُاحْلد(َُ سه ُلََُيلهقْتلَ هُحَاللٌد ُةٌ يِه ٌَُحَسَلوْلَُْيلَقهل ُاَََّْْل
26

 

 

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Al-Mundzir Ismail 

bin Umar Urah dari Hajjaj dari Amr bin Syu'aib dari 

bapaknya dari neneknya dari Umar bin al-Khattab ra. telah 

mendengar bahwa Rasulullah Saw tidak membunuh orang 

tua karena membunuh anaknya (HR. Ahmad). 

 

Hadis ini tersebar luas dan masyhur, bahkan Umar 

melaksanakannya di depan para sahabat, tak ada satu orang pun yang 

membantahnya. Jadi hadis tersebut setaraf dengan mutawatir.
27

 Imam 

Malik berpendapat: Apabila orang tua sengaja membunuh anaknya, orang 

tua itu dihukum bunuh. Muhammad Ali Ash-Shabuni menguatkan 

pendapat Jumhur, karena tidak masuk akal orang tua akan sengaja 

membunuh anaknya. Karena rasa sayangnya kepada anak akan mencegah 

dia dengan sengaja membunuh anaknya. Sebaliknya, apabila anak 

membunuh orang tua tidak ada yang membantah bahwa anak dibunuh.
28

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari 

hukum Islam bahwa orang tua yang membunuh anaknya tidak bisa di qishas. 

Peneliti tidak setuju dengan konsep ini karena saat ini banyak orang tua yang 

melakukan kekerasan terhadap anaknya adalah karena karena kejamnya orang 

tua itu sendiri.  

                                                 
26

Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, 

hadis No. 1141 dalam CD program Mausu'ah Hadis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic 

Software Company).   
27

Muhammad Amin Suma Dkk, Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan 

Tantangan, Jakarta: Pustaka Firdaus,  2001, hlm. 102, 143-144 dan 102.  
28

Ibid  
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Hukuman atau sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar 

seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.
29

 Adanya sanksi dimaksudkan 

untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga 

terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat 

kebodohan dan kesesatan; tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan 

ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang 

melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya 

kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar 

tidak berbuat hal yang sama.
30

 

Menurut R. Soesilo, tujuan pemberian sanksi itu bermacam-macam 

tergantung dari sudut mana soal itu ditinjaunya, misalnya:
31

 pujangga Anselm 

von Feurbach berpendapat, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan 

orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut teori 

mempertakutkan" (afchriklungstheorie). 

                                                 
29

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan 

Penerapannya, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, hlm. 29. 
30

Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah, Jakarta: Anggota IKAPI, 

2004, hlm. 18.  
31

Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 35-36. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Mengkaji paparan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

1. Analisis pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak 

dalam perkara No. 9/PID.Sus.Anak/2015/PN DMK yaitu yang 

menjatuhkan putusan pidana penjara selama 8 (delapan bulan) dengan 

perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, peneliti tidak sependapat. 

Meskipun pelaku masih di bawah umur, namun pelaku melakukannya 

dengan menginsyafi dan menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan 

suatu kejahatan yang dilarang oleh kaidah hukum juga norma-norma 

agama.  

2. Menurut peneliti, penjatuhan hukuman selama 8 (delapan bulan) oleh 

Hakim Pengadilan Negeri Demak tidak sesuai dengan konsep hukum 

Islam. Alasannya karena dalam kategori hukum Islam pelaku sudah 

baligh/mumayyiz maka dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Pelaku 

telah masuk kategori subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggung 

jawab secara jasmani maupun rokhani. Menurut peneliti, indak pidana 

yang dilakukan oleh pelaku termasuk pembunuhan yang tanpa ada unsur 

kesengajaan namun mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandungnya 

sendiri. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku termasuk pembunuhan 

karena kesalahan/tidak sengaja (al-qatl al-khata’). Dengan demikian 
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hukuman selama 8 (delapan bulan) oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak 

dimana pelaku tidak menjalani pidana tersebut adalah terlalu ringan, 

sedangkan hukuman karena kesalahan/tidak sengaja (al-qatl al-khata’) 

versi hukum Islam sangat berat yaitu diyat dan kiffarat, pelaku tidak dapat 

menerima warisan dan wasiat. 

B. Saran-Saran 

Untuk pembaca, penelitian ini dapat dijadikan bahan memperluas 

wawasan dalam mengkaji hukum pidana Islam, khususnya terkait dengan 

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Demak No. 9/PID.Sus.Anak/2015/PN. 

Bagi pengkaji selanjutnya, penelitian ini belum final, oleh karena itu dapat 

dijadikan masukan bagi peneliti selanjutnya.  

C. Penutup 

Meskipun tulisan ini telah diupayakan secermat mungkin namun 

mungkin saja ada kekurangan dan kekeliruan yang tidak disengaja. Menyadari 

akan hal itu, bukan suatu kepura-puraan bila penulis mengharap kritik dan 

saran menuju kesempurnaan tulisan ini. Harapan yang tidak terlampau jauh 

adalah manakala tulisan ini memiliki nilai manfaat dan nilai tambah untuk 

memperluas nuansa berpikir para pembaca budiman. Semoga Allah SWT 

meridhainya.  
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